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Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus

diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya

kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang

berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Tenaga kesehatan merupakan kunci yang dapat

menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada

masyarakat di seluruh wilayah Indonesia disamping

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga

kesehatan sebagai pelaku utama pembangunan

kesehatan hingga di daerah terpencil, kepulauan,

perbatasan memegang peranan penting dalam

keberhasilan pembangunan kesehatan.

Wilayah Indonesia yang sangat luas memerlukan

jumlah, jenis dan ditribusi tenaga kesehatan yang merata

sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil

dan merata dapat diwujudkan. Selain jumlah, jenis dan

distribusi tenaga kesehatan tentu saja juga diperlukan

kualitas tenaga kesehatan yang terjaga dan terus

ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Untuk itu diperlukan pengaturan terhadap tenaga

kesehatan sehingga mutu tenaga kesehatan dalam

mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi

masyarakat dapat dikawal dengan baik. Buku

Pengaturan Tenaga Kesehatan ini memuat berbagai

regulasi yang mengatur tenaga kesehatan disusun dan

disebarluaskan agar dapat menjadi penduan pemangku

kepentingan sekaligus dapat diketahui oleh masyarakat

luas atau publik.

PENGANTAR

Jakarta, Nopember 2020

Penyusun



Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dalam sistem kesehatan nasional yang ditetapkan dengan

dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Sistem Kesehatan Nasional diuraikan sub sistem sumber daya

manusia kesehatan sebagai bagian dari sumber daya

kesehatan yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pengertian sumber daya manusia kesehatan dapat diuraikan

sebagai berikut.

Sumber daya manusia kesehatan dalam Sistem Kesehatan

Nasional merupakan salah satu sub sistem. Pengertian sumber

daya manusia kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2012 adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga

kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/ penunjang

kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya

dalam upaya kesehatan dan manajemen Kesehatan.

Sedangkan pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orang

yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2014).

Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan

bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga (Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2014).



Sesuai dengan undang-undang tentang tenaga kesehatan

berbagai jenis tenaga kesehatan yang ada di Indonesia

dikelompokkan sebagai berikut.

Tenaga Medis terdiri atas

1. dokter,

2. dokter gigi,

3. dokter spesialis, dan

4. dokter gigi spesialis.

Tenaga Psikologi Klinis adalah

5. psikologi klinis.

Tenaga Keperawatan terdiri atas

6. berbagai jenis Perawat.

Tenaga Kebidanan adalah

7. bidan.

Tenaga Kefarmasian terdiri atas

8. apoteker dan

9. tenaga teknis kefarmasian.

Tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri atas

10. epidemiolog kesehatan,

11. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku

12. pembimbing kesehatan kerja,

13. tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan,

14. tenaga biostatistik dan kependudukan, serta

15. tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

Tenaga Kesehatan Lingkungan terdiri atas

16. tenaga sanitasi lingkungan,

17. entomolog kesehatan, dan

18. mikrobiolog kesehatan.

Tenaga Gizi terdiri atas

19. nutrisionis dan

20. Dietisien

Tenaga Keterapian Fisik terdiri atas

21. fisioterapis,

22. okupasi terapis,

23. terapis wicara, dan

24. akupunktur.



Tenaga Keteknisian Medis terdiri atas

25. perekam medis dan informasi kesehatan, 

26. teknik kardiovaskuler,

27. teknisi pelayanan darah,

28. refraksionis optisien/optometris, 

29. teknisi gigi, 

30. penata anestesi,

31. terapis gigi dan mulut, dan 

32. audiologis.

Teknik Biomedika terdiri atas

33. radiografer,

34. elektromedis, 

35. ahli teknoiogi laboratorium medik,

36. fisikawan medik, 

37. radioterapis, dan 

38. ortotik prostetik.

Tenaga Kesehatan terdiri atas

39. tenaga kesehatan tradisional ramuan dan 

40. tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Tenaga Kesehatan lain

Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  36  TAHUN  2009    

TENTANG 

KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  : a. bahwa  kesehatan merupakan hak asasi  manusia dan  

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

  b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam 

rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 

serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi 

pembangunan nasional; 

  c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan 

kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan 

kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap 

upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga 

berarti investasi bagi pembangunan negara;  

  d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan 

wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional 

harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan 

merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah 

maupun masyarakat;  

  e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, 

tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat 

sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-

Undang tentang Kesehatan yang baru;  

f.   bahwa . . . 
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 f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e 

perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;  

Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  

2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk 

dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan 

alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan 

teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  

3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan 

yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan. 

4.   Sediaan . . . 
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4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, 

dan kosmetika.  

5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin 

dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat 

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, 

dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi 

tubuh.  

6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  

7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau 

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  

8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk 

biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau 

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, 

untuk manusia.  

9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang 

berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, 

sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan 

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan 

untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan 

norma yang berlaku di masyarakat.  

10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau 
metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan 

diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan 

kesehatan manusia. 

11.  Upaya . . . 
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11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, 

terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam 

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh 

pemerintah dan/atau masyarakat.  

12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi 

kesehatan. 

13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan 

pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.  

14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang 

ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan 

penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau 

pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat 

terjaga seoptimal mungkin.  

15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 

bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat 

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna 

untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin 

sesuai dengan kemampuannya.  

16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan 

dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu 

pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara 

empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat.  

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

18.   Pemerintah . . . 
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18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang kesehatan. 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender 

dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.  

 

Pasal 3 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan 

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis.  

 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Hak 

 

Pasal 4 

Setiap orang berhak atas kesehatan.  

 

Pasal 5 

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.  

(2)   Setiap . . . 
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(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

terjangkau.  

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung 

jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang 

diperlukan bagi dirinya.  

 

Pasal 6 

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi 

pencapaian derajat kesehatan.  

 

Pasal 7  

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan 

edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung 

jawab.  

 

Pasal 8 

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data 

kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang 

telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.  

 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

 

Pasal 9 

(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, 

mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya.  

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, 

upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan 

berwawasan kesehatan.  

 

 Pasal 10 . . . 
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Pasal 10 

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam 

upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, 

maupun sosial.  

 

Pasal 11 

Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk 

mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan 

yang setinggi-tingginya.  

 

Pasal 12 

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat 

kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.  

 

Pasal 13 

(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program 

jaminan kesehatan sosial.  

(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

 

BAB IV 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 

 

Pasal 14 

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat.  

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.  

 

  Pasal 15 . . . 
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Pasal 15 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, 

tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi 

masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya.  

 

Pasal 16 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya 

di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh 

masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya. 

 

Pasal 17 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses 

terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan 

untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya.  

 

Pasal 18 

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan 

mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya 

kesehatan.  

 

Pasal 19 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala 

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan 

terjangkau.  

 

Pasal 20 

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan 

kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial 

nasional bagi upaya kesehatan perorangan.  

(2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

BAB V . . . 
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BAB V 

SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 

 

Bagian Kesatu 

Tenaga Kesehatan 

 

Pasal 21 

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu 

tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan.  

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu 

tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan 

Undang-Undang.  

 

Pasal 22 

(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.  

(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

Pasal 23 

(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan.  

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.  

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga 

kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.  

(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan 

kepentingan yang bernilai materi.  

(5)   Ketentuan . . . 
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(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.  

 

Pasal 24 

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam       

Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar 

profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar 

pelayanan, dan standar prosedur operasional.  

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

organisasi profesi.  

(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, 

standar pelayanan, dan standar prosedur operasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri.  

 

Pasal 25 

(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan 

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau 

pelatihan.  

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung 

jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.  

(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan 

dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 26 

(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan 

untuk pemerataan pelayanan kesehatan.  

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan 

mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan 

kebutuhan daerahnya.  

(3)   Pengadaan . . . 
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(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

memperhatikan:  

a.  jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 

masyarakat;  

b.  jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan  

c.  jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja 

pelayanan kesehatan yang ada.  

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan 

hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga 

kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 27 

(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan 

pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan profesinya.  

(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya 

berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.  

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan   

ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 28 

(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib 

melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan 

penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.  

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai 

dengan bidang keilmuan yang dimiliki.  

 

 
 Pasal 29 . . . 
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Pasal 29 

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian 

dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus 

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. 

 

Bagian Kedua 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 

Pasal 30 

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis 

pelayanannya terdiri atas:  

a.  pelayanan kesehatan perseorangan; dan 

b.  pelayanan kesehatan masyarakat.  

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a.  pelayanan kesehatan tingkat pertama;  

b.  pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan  

c.  pelayanan kesehatan tingkat ketiga.  

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan swasta.  

(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang 

berlaku.  

(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.  

 

Pasal 31 

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib: 

a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian 

dan pengembangan di bidang kesehatan; dan  

b.  mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan 

kepada pemerintah daerah atau Menteri.  

 Pasal 32 . . . 
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Pasal 32 

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 

baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan 

pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien 

dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.  

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 

baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak 

pasien dan/atau meminta uang muka.  

 

Pasal 33 

(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan 

kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi 

manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.  

(2) Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Menteri.  

 

Pasal 34 

(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan 

kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi 

manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.  

(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang 

mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki 

kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 35 

(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis 

fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin 

beroperasi di daerahnya.  

 

(2)   Penentuan  . . . 
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(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 

mempertimbangkan:  

a.    luas wilayah; 

b.    kebutuhan kesehatan; 

c.    jumlah dan persebaran penduduk; 

d.    pola penyakit; 

e.    pemanfaatannya; 

f.     fungsi sosial; dan 

g.    kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. 

(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 

kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas 

pelayanan kesehatan asing.  

(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, 

penelitian, dan asilum.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

 

Bagian Ketiga 

Perbekalan Kesehatan  

 

Pasal 36 

 (1)  Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan 

keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat 

esensial. 

(2)  Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, 

Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk 

pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang 

berkhasiat obat. 

Pasal 37 . . . 
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Pasal 37 

(1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar 

kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan 

kesehatan terpenuhi. 

(2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat 

esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan 

dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor 

yang berkaitan dengan pemerataan.  

 

Pasal 38 

(1) Pemerintah mendorong dan mengarahkan 

pengembangan perbekalan kesehatan dengan 

memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.  

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta 

bahan alam yang berkhasiat obat. 

(3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk 

sumber daya alam dan sosial budaya.  

 

Pasal 39 

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 40 

(1) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara 

esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. 

(2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 

2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

dan teknologi. 

(3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh 

masyarakat. 

(4)   Dalam . . . 
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(4) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan 

kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan 

perbekalan kesehatan. 

(5) Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakan 

pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur paten.  

(6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang 

termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus 

dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga 

penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 41 

(1) Pemerintah daerah berwenang merencanakan 

kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan 

kebutuhan daerahnya. 

(2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 

memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar 

pelayanan yang berlaku secara nasional. 

 

 

Bagian Keempat 

Teknologi dan Produk Teknologi 

 

Pasal 42 

(1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, 

diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan 

bagi kesehatan masyarakat.  

 

 

( 2)   Teknologi  . . . 
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(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang 

digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, 

mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan 

akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil 

komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.  

(3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 43 

(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan 

berwenang melakukan penapisan, pengaturan, 

pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan 

teknologi dan produk teknologi.  

(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 44 

(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba 

teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau 

hewan.  

(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan jaminan tidak merugikan manusia yang 

dijadikan uji coba.  

(3)  Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan 

orang yang dijadikan uji coba.  

(4)  Penelitian  terhadap hewan harus dijamin untuk 

melindungi  kelestarian hewan tersebut serta mencegah 

dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan 

manusia.  

(5)   Ketentuan . . . 
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(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba 

terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 45 

(1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi 

dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan 

membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan 

teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

 

 

BAB VI 

UPAYA KESEHATAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 46 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang 

terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan 

perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.  

 

Pasal 47 

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan 

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, 

dan berkesinambungan.  

 

Pasal 48 

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan  melalui 

kegiatan:  

a.   pelayanan . . . 
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a. pelayanan kesehatan;  

b. pelayanan kesehatan tradisional; 

c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; 

d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 

e. kesehatan reproduksi; 

f. keluarga berencana; 

g. kesehatan sekolah; 

h. kesehatan olahraga; 

i. pelayanan kesehatan pada bencana; 

j. pelayanan darah; 

k. kesehatan gigi dan mulut; 

l. penanggulangan gangguan penglihatan dan 

gangguan pendengaran; 

m. kesehatan matra; 

n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan 

alat kesehatan; 

o. pengamanan makanan dan minuman; 

p. pengamanan zat adiktif; dan/atau 

q. bedah mayat. 

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya 

kesehatan.  

 

Pasal 49 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya 

kesehatan.  

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan 

fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, 

moral, dan etika  profesi.  

 

Pasal 50 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.  

(2) Upaya . . . 
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(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan 

dasar masyarakat.  

(3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan pengkajian dan penelitian.  

(4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui kerja sama antar-Pemerintah dan antarlintas 

sektor.  

Pasal 51 

(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu 

atau masyarakat.  

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan 

minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Kedua 

Pelayanan Kesehatan 

 

Paragraf Kesatu 

Pemberian Pelayanan 

 

Pasal 52 

(1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:  

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan 

b. pelayanan kesehatan masyarakat. 

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  

 

 

 
Pasal 53 . . . 
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Pasal 53 

(1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk 

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan dan keluarga.  

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.  

(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan 

pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding 

kepentingan lainnya.  

 

Pasal 54 

(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan 

secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata 

dan nondiskriminatif.  

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat.  

 

Pasal 55 

(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan 

kesehatan.  

(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

 

 

 

 

 

Paragraf Kedua . . . 
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Paragraf Kedua 

Perlindungan Pasien  

 

Pasal 56 

(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian 

atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan 

kepadanya setelah menerima dan memahami informasi 

mengenai tindakan tersebut secara lengkap.  

(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berlaku pada: 

a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara 

cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; 

b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau  

c. gangguan mental berat.  

(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 57 

(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan 

pribadinya yang telah dikemukakan kepada 

penyelenggara pelayanan kesehatan.  

(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan 

pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku dalam hal: 

a. perintah undang-undang; 

b. perintah pengadilan; 

c. izin yang bersangkutan; 

d. kepentingan masyarakat; atau 

e.  kepentingan orang tersebut.  

 

 

 

 

 

Pasal 58 . . . 
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Pasal 58 

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap 

seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara 

kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan 

atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya.  

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan 

tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan 

kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.  

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Pelayanan Kesehatan Tradisional 

 

Pasal 59 

(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan 

tradisional terbagi menjadi: 

a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 

keterampilan; dan 

b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 

ramuan.  

(2)  Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar 

dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 

keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma 

agama.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis 

pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

 

 

 
Pasal 60 . . . 
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Pasal 60 

(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan 

tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus 

mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.  

(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan 

manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan 

dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.  

 

Pasal 61 

(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk mengembangkan, meningkatkan dan 

menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang 

dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 

keamanannya.  

(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan 

kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, 

kepentingan, dan perlindungan masyarakat.  

 

Bagian Keempat 

Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 

 

Pasal 62 

(1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya 

yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan 

melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, 

atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup 

sehat.  

(2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya 

yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat untuk menghindari atau 

mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat 

penyakit.  

(3)   Pemerintah . . . 
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(3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan 

menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya 

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.  

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kelima 

Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan 

 

Pasal 63 

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

diselenggarakan untuk mengembalikan status 

kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit 

dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.  

(2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau 

perawatan.  

(3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat 

dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu 

keperawatan atau cara lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.  

(4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan 

berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan 

hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 

mempunyai keahlian  dan kewenangan untuk itu.  

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara 

lain yang dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Pasal 64 

(1)   Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat 

dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan 

tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah 

plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.  

(2)   Transplantasi . . . 
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(2)  Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 

untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 

dikomersialkan.  

(3)  Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan 

dengan dalih apapun.  

 

Pasal 65 

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya 

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di 

fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.  

(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari 

seorang donor harus memperhatikan kesehatan 

pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan 

pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.  

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara 

penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan 

tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 66 

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari 

hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti 

keamanan dan kemanfaatannya.  

 

Pasal 67 

(1)  Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian 

organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 

serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.  

(2)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan 

dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Pasal 68 . . . 
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Pasal 68 

(1)   Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke 

dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan 

kesehatan tertentu.  

(2)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara 

penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 69 

(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan 

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan untuk itu.  

(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan 

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak 

ditujukan untuk mengubah identitas.  

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik 

dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 70 

(1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk 

tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan 

reproduksi.  

(2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

boleh berasal dari sel punca embrionik.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Menteri.  

 

 

 Bagian Keenam . . . 
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Bagian Keenam 

Kesehatan Reproduksi  

 

Pasal 71  

(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara 

fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata 

bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan 

dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-

laki dan perempuan.  

(2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) meliputi:  

a.  saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah 

melahirkan;  

b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan 

kesehatan seksual; dan 

c.   kesehatan sistem reproduksi.  

(3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada    

ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  

 

Pasal 72 

Setiap orang berhak: 

a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual 

yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau 

kekerasan dengan pasangan yang sah.  

b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari 

diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang 

menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan 

martabat manusia sesuai dengan norma agama.  

c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin 

bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan 

dengan norma agama.   

d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai 

kesehatan reproduksi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

Pasal 73 . . . 
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Pasal 73 

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan 

sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, 

dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.  

 

Pasal 74 

(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat 

promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, 

termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara 

aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek 

yang khas, khususnya reproduksi perempuan.  

(2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 75 

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.  

(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikecualikan berdasarkan:  

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia 

dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu 

dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik 

berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 

dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut 

hidup di luar kandungan; atau 

b.  kehamilan akibat perkosaan yang dapat 

menyebabkan trauma psikologis bagi korban 

perkosaan. 

 

 

 
(3)   Tindakan . . . 
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(3)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 

dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau 

penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling 

pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang 

kompeten dan berwenang.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan 

medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada    

ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

 

 

Pasal 76 

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat 

dilakukan:  

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari 

hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan 

medis; 

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 

kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 

menteri; 

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 

e.  penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

 

 

Pasal 77 

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari 

aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan 

ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak 

bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 

 Bagian Ketujuh . . . 
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Bagian Ketujuh 

Keluarga Berencana 

 

Pasal 78 

(1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana 

dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi 

pasangan usia subur untuk membentuk generasi 

penerus yang sehat dan cerdas.  

(2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin 

ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat 

dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang 

aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.  

(3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

 

 

Bagian Kedelapan 

Kesehatan Sekolah 

 

Pasal 79 

(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan 

hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, 

tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-

tingginya menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas.  

(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal 

atau melalui lembaga pendidikan lain.  

(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

 

 Bagian Kesembilan  . . . 
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Bagian  Kesembilan 

Kesehatan Olahraga 

 

Pasal 80 

(1) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani 

masyarakat.  

(2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi 

belajar, kerja, dan olahraga.  

(3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, 

dan/atau olahraga.  

 

Pasal 81 

(1) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan 

pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan 

pendekatan kuratif dan rehabilitatif.  

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga 

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat.  

 

Bagian  Kesepuluh 

Pelayanan Kesehatan Pada Bencana 

 

Pasal 82 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, 

fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.  

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) meliputi  pelayanan kesehatan pada tanggap 

darurat dan pascabencana.  

(3)   Pelayanan . . . 
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(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada    

ayat (2) mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang 

bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah 

kecacatan lebih lanjut.  

(4) Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 83 

(1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan 

pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan 

nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan 

kepentingan terbaik bagi pasien.  

(2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap 

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki.  

 

Pasal 84 

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

  Pasal 85 

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 

baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan 

pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan 

nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.  

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien 

dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.  

 

 

Bagian Kesebelas . . . 
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Bagian Kesebelas 

Pelayanan Darah  

 

Pasal 86 

(1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan 

yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar 

dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan 

komersial.  

(2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 

dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi 

kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan 

kesehatan pendonor.  

(3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan 

untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan 

laboratorium guna mencegah penularan penyakit.  

 

Pasal 87 

(1) Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah 

dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.  

(2) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang 

tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.  

 

Pasal 88 

(1) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, 

pengerahan pendonor darah, penyediaan, 

pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian 

darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan.  

(2) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan 

dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima 

darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit 

melalui transfusi darah.  

Pasal 89 . . . 
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Pasal 89 

Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah 

untuk pelayanan transfusi darah.  

 

Pasal 90 

(1)  Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat.  

(2) Pemerintah menjamin pembiayaan dalam 

penyelenggaraan pelayanan darah.  

(3)  Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.  

 

Pasal 91 

(1) Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

melalui proses pengolahan dan produksi.  

(2) Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.  

 

Pasal 92 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Kedua Belas 

Kesehatan Gigi dan Mulut 

 

Pasal 93 

(1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, 

pencegahan penyakit gigi,  pengobatan penyakit gigi, dan 

pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara 

terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.  

(2)   Kesehatan . . . 
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(2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi 

perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, 

usaha kesehatan gigi sekolah.  

 

Pasal 94 

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin 

ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat 

kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan 

terjangkau oleh masyarakat.  

 

 

Bagian Ketiga Belas 

Penanggulangan Gangguan Penglihatan  

dan Gangguan Pendengaran  

  

Pasal 95 

(1) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan 

pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan 

meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran 

masyarakat.  

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, 

pemerintah daerah,  dan masyarakat.  

 

Pasal 96 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan 

penglihatan dan pendengaran diatur dengan Peraturan 

Menteri.  

 

 

 

 

Bagian Keempat Belas . . . 
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Bagian Keempat Belas 

Kesehatan Matra 

 

Pasal 97 

(1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya 

kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan 

matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, 

laut, dan udara.  

(2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, 

kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan 

kedirgantaraan.  

(3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan 

sesuai dengan standar dan persyaratan.  

(4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana 

dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan 

Menteri.  

 

Bagian Kelima Belas 

Pengamanan dan Penggunaan  

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

 

Pasal 98 

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, 

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. 

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, 

mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan 

bahan yang berkhasiat obat.  

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, 

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan 

alat kesehatan harus memenuhi standar mutu 

pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.  

(4) Pemerintah . . . 
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(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, 

mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, 

penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3).  

 

Pasal 99 

(1) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta 

dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan 

dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, 

serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga 

kelestariannya. 

(2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, 

mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan 

sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

manfaat dan keamanannya. 

(3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan 

sediaan farmasi. 

 

Pasal 100 

(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat 

dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, 

perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap 

dijaga kelestariannya.  

(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan 

bahan baku obat tradisional . 

 

Pasal 101 

(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, 

mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat 

tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat 

dan keamanannya. 

 

(2)    Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, 

mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan 

menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Pasal 102 

(1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan 

psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep 

dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk 

disalahgunakan.  

(2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 103 

(1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, 

mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan 

psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau 

persyaratan tertentu.   

(2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, 

serta penggunaan narkotika dan psikotropika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 104 

(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 

diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari 

bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan 

farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi 

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 

khasiat/kemanfaatan. 

(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan 

secara rasional. 

 

 

Pasal 105 . . . 
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Pasal 105 

(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat 

harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku 

standar lainnya. 

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan 

kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar 

dan/atau persyaratan yang ditentukan. 

 

Pasal 106 

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 

diedarkan setelah mendapat izin edar. 

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat 

kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan 

kelengkapan serta tidak menyesatkan. 

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan 

memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan 

farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin 

edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi 

persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 

kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 107 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi 

dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 108 

(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan 

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 

pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, 

pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, 

bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2)   Ketentuan . . . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 41 - 

 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Keenam Belas 

Pengamanan Makanan dan Minuman 

 

Pasal 109 

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, 

mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman 

yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil 

teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin 

agar aman bagi  manusia, hewan yang dimakan manusia, dan 

lingkungan.  

 

Pasal 110 

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan 

mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau 

yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil 

olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang 

mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya.  

 

Pasal 111 

(1)  Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk 

masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau 

persyaratan kesehatan.  

(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah 

mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib 

diberi tanda atau label yang berisi: 

a. Nama produk;    

b. Daftar bahan yang digunakan; 

c. Berat bersih atau isi bersih; 

 

d.   Nama . . . 
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d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 

memasukan makanan dan minuman kedalam 

wilayah Indonesia; dan 

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.  

(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan 

standar, persyaratan kesehatan, dan/atau 

membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari 

peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk 

dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 112 

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan 

mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, 

dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109,    

Pasal 110, dan Pasal 111.  

 

Bagian Ketujuh Belas 

Pengamanan Zat Adiktif 

 

Pasal 113 

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat 

adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan 

membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, 

masyarakat, dan lingkungan.  

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, 

cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang 

penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi 

dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. 

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang 

mengandung zat adiktif harus memenuhi standar 

dan/atau persyaratan yang ditetapkan. 

Pasal 114 . . . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 43 - 

 

Pasal 114 

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke 

wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.  

 

Pasal 115 

(1) Kawasan tanpa rokok antara lain: 

a. fasilitas pelayanan kesehatan; 

b. tempat proses belajar mengajar; 

c. tempat anak bermain; 

d. tempat ibadah; 

e. angkutan umum;  

f. tempat kerja; dan 

g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 

(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa 

rokok di wilayahnya.  

 

Pasal 116 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang 

mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Bagian Kedelapan Belas 

Bedah Mayat 

 

Pasal 117 

Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-

sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara 

permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat 

dibuktikan.  

 

Pasal 118 

(1) Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya 

identifikasi.  

 

(2)   Pemerintah . . . 
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(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi 

mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Menteri.  

 

Pasal 119 

(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan 

pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat 

klinis di rumah sakit.  

(2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau 

menyimpulkan penyebab kematian.  

(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa 

hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat 

pasien.  

(4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang 

membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis 

mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis 

dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan 

persetujuan.  

 

Pasal 120 

(1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu 

kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat 

anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi 

pendidikan kedokteran.  

(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang 

tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh 

keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut 

semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.   

(3)   Mayat . . . 
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(3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah 

diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, 

dan disimpan sekurang-kurangnya  1 (satu) bulan sejak 

kematiannya.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan    

ayat (3) diatur dengan  Peraturan Menteri.  

 

Pasal 121 

(1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya 

dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan 

kewenangannya.  

(2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan  

bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak 

pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada 

penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 122 

(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan 

bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh 

dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan 

perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya 

tidak dimungkinkan.  

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di 

wilayahnya.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah 

mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

 

 

 
Pasal 123 . . . 
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Pasal 123 

(1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat 

dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor 

untuk kepentingan transplantasi organ.  

(2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian 

dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Menteri.  

 

Pasal 124 

Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan 

sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika 

profesi.  

 

Pasal 125 

Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana 

dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum 

ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.  

 

 

BAB VII 

KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK,  

REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 

 

Bagian Kesatu  

Kesehatan ibu, bayi, dan anak 

 

Pasal 126  

 (1)  Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga 

kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi 

yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka 

kematian ibu. 

(2)   Upaya . . . 
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(2)  Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 

(3)  Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat 

dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan 

ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal  127 

(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat 

dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan 

ketentuan: 

a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri 

yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri 

dari mana ovum berasal;  

b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan untuk itu; dan 

c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara 

alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 128 

(1)  Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu 

eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, 

kecuali atas indikasi medis. 

(2)  Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan 

penyediaan waktu dan fasilitas khusus. 

(3)  Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat 

sarana umum. 

 

Pasal 129 . . . 
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Pasal 129 

(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan 

dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan 

air susu ibu secara eksklusif. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 130 

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada 

setiap bayi dan anak. 

 

Pasal 131 

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus 

ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan 

datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk 

menurunkan angka kematian bayi dan anak. 

(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak 

anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah 

dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.  

(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi 

orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan 

pemerintah daerah. 

 

Pasal 132 

(1)  Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh 

secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak 

tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. 

(2)  Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(3)  Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah 

terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui 

imunisasi. 

(4)   Ketentuan . . . 
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(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi 

dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 133 

(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar 

dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan 

yang dapat mengganggu kesehatannya. 

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya 

perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 134 

(1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau 

kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta 

menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap 

penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut. 

(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 135 

 (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib 

menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan 

untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh 

dan berkembang secara optimal serta mampu 

bersosialisasi secara sehat. 

(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi 

sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar 

tidak membahayakan kesehatan anak. 

 
Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Kesehatan Remaja 

 

Pasal 136 

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan 

untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat 

dan produktif, baik sosial maupun ekonomi. 

(2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi 

remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan 

kesehatan yang dapat menghambat kemampuan 

menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. 

(3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. 

 

Pasal 137 

(1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat 

memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai 

kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan 

bertanggung jawab. 

(2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam 

menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi 

dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat 

 

Pasal 138 

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus 

ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan 

produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan 

martabat kemanusiaan. 

(2)   Pemerintah . . . 
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(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut 

usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif 

secara sosial dan ekonomis. 

 

Pasal 139 

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus 

ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan 

produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. 

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang 

cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif 

secara sosial dan ekonomis. 

 

Pasal 140 

Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan 

penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 

dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat. 

 

 

BAB VIII 

GIZI 

 

Pasal 141 

(1) Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk 

peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. 

(2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) dilakukan melalui : 

a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai 

dengan gizi seimbang; 

b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan 

kesehatan; 

c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang 

sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan 

d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 

(3)   Pemerintah . . . 
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(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 

bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan 

yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan 

terjangkau. 

(4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar 

mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan.   

(5) Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor dan 

antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota. 

 

Pasal 142 

(1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus 

kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut 

usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: 

a.  bayi dan balita; 

b.  remaja perempuan; dan 

c.  ibu hamil dan menyusui. 

(2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar 

angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan 

standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan. 

(3) Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan 

kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi 

darurat. 

(4) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan 

informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.  

(5) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik. 

 

Pasal 143 

Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan 

pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi. 

 

BAB IX . . . 
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BAB IX 

KESEHATAN JIWA 

 

Pasal 144 

(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap 

orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, 

bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang 

dapat mengganggu kesehatan jiwa. 

(2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, 

rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah 

psikososial. 

(3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. 

(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa 

yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, 

aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan 

jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2). 

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk 

mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis 

masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa 

keseluruhan, termasuk mempermudah akses 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa. 

 

Pasal 145 

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin 

upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan 

rehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di 

tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3). 

 

 

 

 

 
Pasal 146 . . . 
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Pasal 146 

 (1)   Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi 

yang benar mengenai kesehatan jiwa. 

(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang 

yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa. 

(3)   Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban 

menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang 

kesehatan jiwa. 

 

Pasal 147 

(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa 

merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat.  

(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 

berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap 

menghormati hak asasi penderita. 

(3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, 

digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang 

memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 148 

(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama 

sebagai warga negara. 

(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, 

kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan 

lain. 

 

 

 

 

 

Pasal 149 . . . 
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Pasal 149 

(1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, 

mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, 

dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan 

umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan.  

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat  wajib 

melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang 

terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan 

dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu 

ketertiban dan/atau keamanan umum.  

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif 

masyarakat.  

(4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita 

gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.  

 

Pasal 150 

(1)  Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan 

penegakan hukum (visum et repertum psikiatricum) 

hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran 

jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

(2)  Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang 

diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan 

oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan 

kompetensi sesuai dengan standar profesi. 

 

Pasal 151 

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

BAB X . . . 
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BAB X 

 PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 

 

Bagian Kesatu 

Penyakit Menular 

 

Pasal 152 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 

bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, 

pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular 

serta akibat yang ditimbulkannya.  

(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan 

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk melindungi masyarakat dari 

tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, 

cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk 

mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit 

menular.  

(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan 

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. 

(4)   Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan 

dan/atau orang dan sumber penularan lainnya. 

(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah. 

(6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan melalui lintas sektor. 

(7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama 

dengan negara lain. 

 

 (8)   Upaya . . . 
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(8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan 

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 153  

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang 

aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi 

masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular 

melalui imunisasi. 

 

Pasal 154 

(1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan 

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang 

berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu 

yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat 

menjadi sumber penularan. 

(2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap 

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama 

dengan masyarakat dan negara lain. 

(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan 

karantina, tempat karantina, dan lama karantina. 

 

Pasal 155 

(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan 

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang 

berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu 

yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat 

menjadi sumber penularan.  

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans 

terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).  

(3)   Dalam . . . 
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(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja 

sama dengan masyarakat.  

(4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang 

memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama 

karantina. 

(5) Pemerintah daerah  dalam  menetapkan dan 

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang 

berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu 

singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan 

jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat 

karantina, dan lama karantina berpedoman pada 

ketentuan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1).  

 

Pasal 156 

(1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, 

dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat 

menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, 

atau kejadian luar biasa (KLB). 

(2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 

kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian 

yang diakui keakuratannya. 

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, 

letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

(4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 

kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 
Pasal 157 . . . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 59 - 

 

Pasal 157 

(1) Pencegahan penularan penyakit menular wajib 

dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit 

menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.  

(2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, 

tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa 

tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan 

sumber penyakit lain. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kedua 

Penyakit Tidak Menular 

 

Pasal 158 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 

melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan 

penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang 

ditimbulkannya. 

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan 

berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit 

tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan. 

(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan 

penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),       

ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

Pasal 159 . . . 
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Pasal 159 

(1)    Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan 

pendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan 

surveilan kematian. 

(2)   Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

memperoleh informasi yang esensial serta dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya 

pengendalian penyakit tidak menular. 

(3)    Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk 

jejaring, baik nasional maupun internasional. 

 

Pasal 160 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat 

bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, 

informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko 

penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase 

kehidupan. 

(2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, 

merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu 

lintas yang tidak benar. 

 

Pasal 161 

(1)  Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 

meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

(2)   Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanan 

kesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapat 

diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau 

oleh masyarakat. 

(3)  Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan 

penyakit tidak menular.  

BAB XI . . . 
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BAB XI 

KESEHATAN LINGKUNGAN 

 

Pasal 162 

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan 

kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

 

Pasal 163 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 

menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak 

mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. 

(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, 

tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. 

(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan 

kesehatan, antara lain: 

a. limbah cair; 

b. limbah padat; 

c. limbah gas; 

d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan pemerintah; 

e. binatang pembawa penyakit; 

f. zat kimia yang berbahaya; 

g. kebisingan yang melebihi ambang batas; 

h. radiasi sinar pengion dan non pengion; 

i. air yang tercemar; 

j. udara yang tercemar; dan 

k. makanan yang terkontaminasi. 

 

 

 (4)   Ketentuan . . . 
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(4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan 

lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

BAB XII 

KESEHATAN KERJA 

 

Pasal 164 

(1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi 

pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan 

kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh 

pekerjaan.  

(2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal. 

(3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang 

berada di lingkungan tempat kerja. 

(4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada 

lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, 

maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.  

(5) Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(6) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 

menjamin lingkungan kerja yang sehat serta 

bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. 

(7) Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas 

kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

Pasal 165 . . . 
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Pasal 165 

(1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk 

upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, 

peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga 

kerja. 

(2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan 

tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang 

berlaku di tempat kerja. 

(3) Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada 

perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan 

secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 166 

(1) Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan 

pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, 

pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung 

seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. 

(2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas 

gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh 

pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk 

perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) dan ayat (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XIII . . . 
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BAB XIII 

PENGELOLAAN KESEHATAN 

 

Pasal 167 

(1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat 

melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi 

kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, 

pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi  di bidang 

kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara 

terpadu dan saling mendukung guna menjamin 

tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

(2) Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di 

pusat dan daerah. 

(3) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.  

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

 

BAB XIV 

INFORMASI KESEHATAN 

 

Pasal 168 

(1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif 

dan efisien diperlukan informasi kesehatan. 

(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui 

lintas sektor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

 

 Pasal 169 . . . 
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Pasal 169 

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat 

untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam 

upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

 

BAB XV 

PEMBIAYAAN KESEHATAN 

 

Pasal 170 

(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan 

pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan 

jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan 

termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna 

untuk menjamin terselenggaranya pembangunan 

kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat setinggi-tingginya.  

(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, 

alokasi, dan pemanfaatan. 

(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber 

lain. 

Pasal 171 

(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan 

minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara di luar gaji.  

(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh 

persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di 

luar gaji. 

(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk 

kepentingan pelayanan publik yang besarannya 

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran 

kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja 

negara  dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Pasal 172 . . . 
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Pasal 172 

(1)  Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan 

kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama 

bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak 

terlantar. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi 

pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 173 

(1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari 

swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) 

dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional 

dan/atau asuransi kesehatan komersial. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem 

jaminan sosial nasional  dan/atau asuransi kesehatan 

komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

BAB XVI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 174 

(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan 

maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan 

pembangunan kesehatan dalam rangka membantu 

mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. 

 

 

 BAB XVII . . .
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BAB XVII 

BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN 

 

Bagian Kesatu 

Nama dan Kedudukan 

 

Pasal 175 

Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan 

independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di 

bidang kesehatan. 

 

Pasal 176 

(1) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat 

dan daerah. 

(2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan 

Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat 

BPKN berkedudukan di ibukota Negara Republik 

Indonesia. 

(3) Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya 

disingkat BPKD berkedudukan di provinsi dan 

kabupaten/kota. 

(4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat 

kecamatan. 

 

Bagian Kedua 

Peran, Tugas, dan Wewenang 

 

Pasal 177 

(1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan 

masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan 

lingkup tugas masing-masing. 

(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas dan wewenang antara lain: 

a.  menginventarisasi masalah melalui penelaahan 

terhadap berbagai informasi dan data yang relevan 

atau berpengaruh terhadap proses pembangunan 

kesehatan; 

b.   memberikan . . . 
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b.  memberikan masukan kepada pemerintah tentang 

sasaran pembangunan kesehatan selama kurun 

waktu 5 (lima) tahun; 

c.  menyusun strategi pencapaian dan prioritas 

kegiatan pembangunan kesehatan; 

d.  memberikan masukan kepada pemerintah dalam 

pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya 

untuk pembangunan kesehatan; 

e.  melakukan advokasi tentang alokasi dan 

penggunaan dana dari semua sumber agar 

pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan 

strategi yang ditetapkan; 

f.  memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

pembangunan kesehatan; dan 

g.  merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif 

yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 

pembangunan kesehatan yang menyimpang. 

(3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan 

masyarakat dalam bidang kesehatan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan 

organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Presiden. 

 

 

BAB XVIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

 

Pasal 178 

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan 

terhadap masyarakat dan terhadap setiap  penyelenggara 

kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di 

bidang kesehatan dan upaya kesehatan. 

 

Pasal 179 . . . 
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Pasal 179 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 

diarahkan untuk: 

a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam 

memperoleh akses atas sumber daya di bidang 

kesehatan; 

b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan 

upaya kesehatan; 

c. memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas 

kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;  

d. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 

mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk 

sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan 

dan minuman; 

e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan 

standar dan persyaratan; 

f. melindungi masyarakat terhadap segala 

kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi 

kesehatan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui: 

a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan 

masyarakat; 

b. pendayagunaan tenaga kesehatan; 

c. pembiayaan. 

 

Pasal 180 

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah, 

dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan 

yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan 

kesehatan. 

 

Pasal 181 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Pengawasan 

 

Pasal 182 

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat 

dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan 

dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya 

kesehatan. 

(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat 

memberikan izin terhadap setiap penyelengaraan upaya 

kesehatan.  

(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non 

kementerian, kepala dinas di provinsi, dan 

kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di 

bidang kesehatan. 

(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan 

mengikutsertakan masyarakat. 

 

Pasal 183 

Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat 

tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan 

pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan 

dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya 

kesehatan. 

 

Pasal 184 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi: 

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

upaya kesehatan; 

b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan 

dan fasilitas kesehatan. 

Pasal 185 . . . 
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Pasal 185 

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat 

dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai 

hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas 

yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal 

dan surat perintah pemeriksaan. 

 

Pasal 186 

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau 

patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, 

tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 187 

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 188 

(1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif 

terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah 

nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau 

kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di 

bidang kesehatan. 

(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa: 

a. peringatan secara tertulis; 

b. pencabutan izin sementara atau izin tetap. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 

tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini 

diatur oleh Menteri.  

 

 
BAB XIX . . . 
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BAB XIX 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 189 

(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang 

kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

kesehatan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan 

serta keterangan tentang tindak pidana di bidang 

kesehatan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

atau badan hukum sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang kesehatan; 

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau 

dokumen lain tentang tindak pidana di bidang 

kesehatan; 

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau 

barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 

kesehatan; 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;  

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat 

cukup bukti yang membuktikan adanya tindak 

pidana di bidang kesehatan. 

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XX . . . 
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BAB XX 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 190 

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga 

kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada 

fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak 

memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang 

dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 

denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau 

kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).  

 

Pasal 191   

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan 

kesehatan tradisional  yang menggunakan alat dan teknologi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga 

mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau 

kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

  

Pasal 192   

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ 

atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Pasal 193 . . . 
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Pasal 193  

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik 

dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

      

Pasal 194 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

  

Pasal 195  

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah 

dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 

Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). 

 

Pasal 196  

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,  

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Pasal 197  

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasal 198 . . . 
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Pasal 198 

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan 

untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

Pasal 199   

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan 

peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  114 dipidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan 

tanpa rokok  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 

dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). 

 

Pasal 200  

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program 

pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah) 

  

Pasal 201   

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196,  

Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 

dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan 

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 

dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 

dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1),     

Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, 

Pasal 199, dan Pasal 200. 

(2)   Selain . . . 
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(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan 

berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b.  pencabutan status badan hukum. 

 

 

 

BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 202 

Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-

Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 

tanggal pengundangan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 203 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

 

 

 

BAB XXII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 204 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang   

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 205 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

                           

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Oktober 200913 

Oktober 2009 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 
 

 

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Oktober 200913 Oktober 2009 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

ttd. 

 
 

ANDI MATTALATTA 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144144 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

 

 

 
Wisnu Setiawan 

 

 





 

 
 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  36  TAHUN  2009  

 TENTANG 

KESEHATAN 

 

I. UMUM 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita 

bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa 

Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian 

abadi serta keadilan sosial.  

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian 

pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya 

pembangunan kesehatan. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan 

prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang 

sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan 

nasional. 

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada 

mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-

angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh 

masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang 

mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat 

menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke 

dalam . . . 
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dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya 

disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk 

melaksanakan pembangunan kesehatan.  

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan 

munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan 

yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya 

kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini 

ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada 

pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di 

masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu 

tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan 

upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang 

persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat 

konsumtif/pemborosan.  

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum 

menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi 

berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana 

kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan 

negara lain.  

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu 

faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada 

sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni 

paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif 

tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.  

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah 

undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang 

berwawasan sakit. 

Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi 

menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 

tentang Pemerintahan Daerah.  

Undang-Undang . . . 
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Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa 

bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing 

yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan 

menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.  

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32        

Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah      

Nomor 38 Tahun 2007 yang  mengatur tentang pembagian urusan antara 

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.  

Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat 

dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan 

era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan 

dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 Pasal  1 

 Cukup jelas. 

 Pasal 2 

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang 

memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui 

upaya kesehatan sebagai berikut: 

(5) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan 

harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan 

agama dan bangsa. 

(6) asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 

dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara 

fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual. 

(7) asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan 

perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. 

 
d. asas . . .
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(8) asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 

dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada 

pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 

(9) asas penghormatan  terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa 

pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban 

masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. 

(10) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus 
dapat  memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua 

lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. 

(11) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan 

kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan 

laki-laki. 

(12) asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus 

memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan  agama 

yang dianut masyarakat. 
  

 Pasal 3 

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada 

suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang 

nyata dari setiap orang atau masyarakat.  

Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus 

menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam 

pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
 

 Pasal 4 

Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan 

agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

 

 Pasal 5 

Cukup jelas. 

          

 
 

Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 

Cukup jelas. 
 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
 

Pasal 14 

Ayat (1)  

Agar upaya kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah 

perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan ataupun sumber dayanya secara 

serasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif 

masyarakat 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

 

 
Pasal 15 . . . 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 
 

Pasal 16 

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada 

masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata 

dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh 

wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat 

dalam memperoleh layanan kesehatan. 
 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 

Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan 

perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya guna dan berhasil 

guna. 
 

Pasal 19 

Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 

masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di 

seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh 

seluruh masyarakat. 
 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, 

pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan 

kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya 

kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan 

keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga 

medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan 

masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, 

tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah 

tenaga kesehatan di luar tenaga medis. 
 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan 

yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses 

registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus 

mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, demi 

kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan indikasi medis. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
 

Pasal 25 

Cukup jelas. 
 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dimaksudkan 

agar memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur 

sendiri pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang 

diperlukan sesuai kebutuhan daerahnya  dengan tetap mengacu 

pada peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang 

bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 28 

Cukup jelas. 
 

Pasal 29 

Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan 

pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima 

pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang 

disepakati oleh para pihak. 
 

 Pasal 30 . . . 
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Pasal 30  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama 

adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan 

kesehatan dasar. 

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan 

kesehatan spesialistik. 

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan 

kesehatan sub spesialistik. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
 

Pasal 32 

Cukup jelas. 
 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
 

Pasal 34 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  
 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar 

diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
 

Pasal 37 

Cukup jelas. 
 

Pasal 38 

Cukup jelas. 
 

Pasal 39 

Cukup jelas.     
 

Pasal 40 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (6) . . . 
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Ayat (6)  

Yang dimaksud dengan “obat generik” adalah obat generik dengan 

menggunakan nama Internasional Non Propertery Name (INN).  

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 41 

Cukup jelas. 
 

Pasal 42 

Ayat (1) 

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, 

teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan 

untuk mendukung pembangunan kesehatan. Pengembangan 

teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan Informasi 

Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan 

intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul 

baru atau berulang (new emerging atau re emerging diseases) yang 

dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan 

kesehatan masyarakat (public health emergency of international 

concern/PHEIC) harus dipertimbangkan kemanfaatan (benefit 

sharing) dan penelusuran ulang asal muasalnya (tracking system) 

demi untuk kepentingan nasional. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “teknologi kesehatan” dalam ketentuan ini 

adalah cara, metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari 

penerapan dan pemanfaatan disiplin ilmu pengetahuan di bidang 

kesehatan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, 

kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 43 . . . 
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Pasal 43 

Ayat (1)  

Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur 

perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan 

usaha, dan lembaga penunjang. Lembaga penelitian dan 

pengembangan kesehatan berfungsi menumbuhkan kemampuan 

pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 44 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan uji coba adalah bagian dari kegiatan 

penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang 

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 

untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi 

keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan 

yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, 

manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah 

ada atau menghasilkan teknologi baru. 

Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, 

disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi 

ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif 

untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala 

kemasyarakatan tertentu.  

Ayat (2) 

Semua uji coba yang menggunakan manusia sebagai subjek uji 

coba wajib didasarkan pada tiga prinsip etik umum, yaitu 

menghormati harkat martabat manusia (respect for persons) yang 

bertujuan menghormati otonomi dan melindungi manusia yang 

otonominya terganggu/kurang, berbuat baik (beneficence) dan tidak 

merugikan (nonmaleficence) dan keadilan (justice). 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan 

kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan 

pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus 

mendapat informed consent. Sebelum meminta persetujuan subyek 

penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan 

penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan 

hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, 

metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain 

yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka 

penelitian dan pengembangan kesehatan. 

Ayat (4)  

Hewan percobaan harus dipilih dengan mengutamakan              

hewan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling              

rendah (nonsentient organism) dan hewan yang paling rendah pada 

skala evolusi. Keberhati-hatian (caution) yang wajar harus 

diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan 

dan kesehatan hewan yang digunakan dalam penelitian harus 

dihormati. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditujukan bagi 

pengembangan teknologi dan/atau produk teknologi yang 

bertujuan untuk penyalahgunaan sebagai senjata dan/atau bahan 

senjata biologi, yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan 

manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan 

bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, serta 

membahayakan ketahanan nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

 

 
Pasal 46 . . . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 14 - 

 
 

Pasal 46 

Cukup jelas. 
 

Pasal 47 

Cukup jelas. 
 

Pasal 48 

Cukup jelas. 
 

Pasal 49 

Cukup jelas. 
 

Pasal 50 

Cukup jelas. 
 

Pasal 51 

Cukup jelas. 
 

Pasal 52 

Cukup jelas. 
 

Pasal 53 

Cukup jelas. 
 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
 

Pasal 55 

Cukup jelas. 
 

Pasal 56 

Cukup jelas. 
 

Pasal 57 

Cukup jelas. 
 

 
Pasal 58 . . . 
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Pasal 58 

Ayat (1) 

Yang termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk 

didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 59 

Cukup jelas. 
 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penggunaan alat dan teknologi” dalam 

ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan 

pengobatan tradisional yang dilakukan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 
 

Pasal 61 

Cukup jelas. 
 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
 

Pasal 63 

Cukup jelas. 
 

Pasal 64 

Cukup jelas. 
 

 

 

 

 

 

Pasal 65 . . . 
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Pasal 65 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” 

dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri 

yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, 

ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan 

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 66 

Cukup jelas. 
 

Pasal 67 

Ayat (1)  

Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam 

rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, 

pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan lainnya. 

Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar 

Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium 

kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya 

koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari 

pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri 

hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan 

pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 

maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan 

pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali 

mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar 

diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman 

spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus dilegkapi 

dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang 

relevan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 68 . . . 
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Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 
 

Pasal 70 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “sel punca” dalam ketentuan ini adalah sel 

dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu 

memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu 

berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 71 

Cukup jelas. 
 

Pasal 72 

Cukup jelas. 
 

Pasal 73 

Cukup jelas. 
 

Pasal 74 

Cukup jelas. 
 

Pasal 75 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah 

setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui 

pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah 

dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang 

yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 76 

Cukup jelas. 
 

Pasal 77 

Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak 

aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan 

dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang 

bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak 

profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang 

berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi 

dari pada indikasi medis. 
 

Pasal 78 

Cukup jelas. 
 

Pasal 79 

Cukup jelas. 
 

Pasal 80 

Cukup jelas. 
 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

 

 Pasal 82 . . . 
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Pasal 82 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “bencana” dalam ketentuan ini adalah 
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam 
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 
dampak psikologis. 

Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya sumber daya dan 
pelaksanaan pelayanan kesehatan pada prabencana, saat bencana 
dan pascabencana. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud “tanggap darurat bencana” dalam ketentuan ini 
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada 
saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana 
dan sarana. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 
 

Pasal 84 

Cukup jelas. 
 

Pasal 85 

Cukup jelas. 
 

Pasal 86 

Cukup jelas. 
 

Pasal 87 

Cukup jelas. 
 

Pasal 88 

Cukup jelas. 
 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 . . . 
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Pasal 90 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Guna menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan kesehatan, 

jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi 

kepada unit transfusi darah (UTD) yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya. 

Ayat (3) 

Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap 

insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari 

keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup. 
 

Pasal 91 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “proses pengolahan” dalam ketentuan ini 

adalah pemisahan komponen darah menjadi plasma dan sel darah 

merah, sel darah putih dan sel pembeku darah yang dilakukan oleh 

UTD dan biaya pengolahan tersebut ditanggung oleh negara. 

Yang dimaksud dengan “proses produksi” dalam ketentuan ini  

adalah proses fraksionasi dimana dilakukan penguraian protein 

plasma menjadi antara lain albumin, globulin, faktor VIII dan  

faktor IX  dilakukan oleh industri yang harganya dikendalikan oleh 

Pemerintah. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “dikendalikan” dalam ketentuan ini 

termasuk harga hasil produksi yang bersumber dari pengolahan 

darah transfusi. 
 

Pasal 92 

Cukup jelas. 
 

Pasal 93 

Ayat (1)  

Lingkup masalah dari kesehatan gigi dan mulut ditinjau dari fase 

tumbuh kembang: 

a. Fase . . . 
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a. Fase janin; 

b. Ibu Hamil; 

c. Anak-anak; 

d. Remaja; 

e. Dewasa; dan 

f. Lanjut Usia. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 94 

Cukup jelas. 
 

Pasal 95 

Ayat (1) 

Pemerintah menggerakan pemberdayaan masyarakat untuk donor 

kornea dan operasi katarak dalam rangka mencegah kebutaan dan 

pendengaran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 96 

Cukup jelas. 
 

Pasal 97 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “kesehatan matra” dalam ketentuan ini 

adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara bermakna yang 

dapat menimbulkan masalah kesehatan. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “kesehatan lapangan” dalam ketentuan ini 

adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan 

didarat yang temporer dan serba berubah. Adapun sasaran pokok 

adalah melakukan dukungan kesehatan operasional dan 

pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung maupun 

tidak langsung terlibat dalam kegiatan dilapangan.  

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “kesehatan kelautan dan bawah air” dalam 

ketentuan ini adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan 

pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan 

lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran 

pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan 

kesehatan setiap orang yang secara langsung maupun tidak 

langsung terlibat dalam pengoperasian peralatan laut dan dibawah 

air. 

Yang dimaksud dengan “kesehatan kedirgantaraan” dalam 

ketentuan ini adalah kesehatan matra udara yang mencakup ruang 

lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa 

dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah (hipobarik) 

dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan 

kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap setiap 

orang  secara langsung atau tidak langsung. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 
 

Pasal 99 

Cukup jelas. 
 

Pasal 100 

Cukup jelas. 
 

Pasal 101 

Cukup jelas. 
 

Pasal 102 

Cukup jelas. 
 

Pasal 103 

Cukup jelas. 
 

Pasal 104 . . . 
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Pasal 104 

Cukup jelas. 
 

Pasal 105 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “buku standar lainnya” dalam ketentuan ini 

adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat 

menggunakan US farmakope, British farmakope, international 

farmakope. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 106 

Cukup jelas. 
 

Pasal 107 

Cukup jelas. 
 

Pasal 108 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini 

adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan 

kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga 

kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara 

terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, 

dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 . . . 
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Pasal 112 

Dalam pengaturan termasuk diatur penggunaan bahan tambahan 

makanan dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi dan 

pengolahan makanan dan minuman. 
 

Pasal 113 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh 

bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan 

palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang 

mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah 

penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan. 
 

Pasal 114 

Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini 

adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar 

atau bentuk lainnya. 
 

Pasal 115 

Ayat (1) 

Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat 

menyediakan tempat khusus untuk merokok. 

Ayat (2)  

Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus 

mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik. 
 

Pasal 116 

Cukup jelas. 
 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 . . . 
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Pasal 118 

Cukup jelas. 
 

Pasal 119 

Cukup jelas. 
 

Pasal 120 

Cukup jelas. 
 

Pasal 121 

Cukup jelas. 
 

Pasal 122 

Cukup jelas. 
 

Pasal 123 

Cukup jelas. 
 

Pasal 124 

Cukup jelas. 
 

Pasal 125 

Cukup jelas. 
 

Pasal 126 

Cukup jelas. 
 

Pasal 127 

Cukup jelas. 
 

Pasal 128 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “pemberian air susu ibu ekslusif” dalam 

ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, 

dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan 

memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai 

tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.   

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “indikasi medis” dalam ketentuan ini 

adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan 

memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang 

ditetapkan oleh tenaga medis.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 129 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kebijakan” dalam ketentuan ini berupa 

pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 136 . . . 
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Pasal 136 

Ayat (1)  

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan 

edukasi serta  layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi 

remaja dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar 

terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang 

dapat menghambat pengembangan potensi anak. 

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan 

pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun 

luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam 

lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan 

berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus ditujukan untuk menyiapkan anak menjadi 

orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif baik sosial maupun 

ekonomi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 137 

Cukup jelas. 
 

Pasal 138 

Cukup jelas. 
 

Pasal 139 

Cukup jelas. 
 

Pasal 140 

Cukup jelas. 
 

Pasal 141 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “gizi seimbang” dalam ketentuan ini adalah 
asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah resiko 
gizi lebih dan gizi kurang. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 142 

Cukup jelas. 
 

Pasal 143 

Cukup jelas. 
 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Cukup jelas. 
 

Pasal 146 

Cukup jelas. 
 

Pasal 147 

Cukup jelas. 
 

Pasal 148 

Cukup jelas. 
 

Pasal 149 

Cukup jelas. 
 

Pasal 150 

Cukup jelas. 
 

Pasal 151 

Cukup jelas. 
 

 

 
Pasal 152 . . . 
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Pasal 152 

Cukup jelas. 

Pasal 153 

Cukup jelas. 
 

Pasal 154 

Cukup jelas. 
 

Pasal 155 

Cukup jelas. 
 

Pasal 156 

Cukup jelas. 
 

Pasal 157 

Ayat (1) 

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular 

dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat 

memudahkan penularan penyakit pada orang lain. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 158 

Cukup jelas. 
 

Pasal 159 

Cukup jelas. 
 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

Pasal 161 

Cukup jelas. 
 

 
Pasal 162 . . . 
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Pasal 162 

Cukup jelas. 
 

Pasal 163 

Cukup jelas. 
 

Pasal 164 

Cukup jelas. 
 

Pasal 165 

Cukup jelas. 
 

Pasal 166 

Cukup jelas. 
 

Pasal 167 

Cukup jelas. 
 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

Pasal 169 

Cukup jelas. 
 

Pasal 170 

Cukup jelas. 
 

Pasal 171 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh 

persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah 

yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara 

bertahap. 

 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kepentingan pelayanan publik” dalam 

ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan baik pelayanan 

preventif, pelayanan promotif, pelayanan kuratif, dan pelayanan 

rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan 

derajat kesehatannya. Biaya tersebut dilakukan secara efisien dan 

efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan 

promotif dan besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 

APBN dan APBD. 
 

Pasal 172 

Cukup jelas. 
 

Pasal 173 

Cukup jelas. 
 

Pasal 174 

Cukup jelas. 

Pasal 175 

Cukup jelas. 
 

Pasal 176 

Cukup jelas. 
 

Pasal 177 

Cukup jelas. 
 

Pasal 178 

Cukup jelas. 
 

Pasal 179 

Cukup jelas. 
 

Pasal 180 

Cukup jelas. 
 

 

 

Pasal 181 . . . 
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Pasal 181 

Cukup jelas. 
 

Pasal 182 

Cukup jelas. 
 

Pasal 183 

Cukup jelas. 
 

Pasal 184 

Cukup jelas. 
 

Pasal 185 

Cukup jelas. 

Pasal 186 

Cukup jelas. 
 

Pasal 187 

Cukup jelas. 
 

Pasal 188 

Cukup jelas. 
 

Pasal 189 

Cukup jelas. 
 

Pasal 190 

Cukup jelas. 
 

Pasal 191 

Cukup jelas. 
 

Pasal 192 

Cukup jelas. 

Pasal 193 

Cukup jelas. 

Pasal 194 . . . 
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Pasal 194 

Cukup jelas. 
 

Pasal 195 

Cukup jelas. 
 

Pasal 196 

Cukup jelas. 
 

Pasal 197 

Cukup jelas. 
 

Pasal 198 

Cukup jelas. 
 

Pasal 199 

Cukup jelas. 
 

Pasal 200 

Cukup jelas. 
 

Pasal 201 

Cukup jelas. 
 

Pasal 202 

Cukup jelas. 
 

Pasal 203 

Cukup jelas. 
 

Pasal 204 

Cukup jelas. 
 

Pasal 205 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50635063 



UNDANG-UNDANG 

NO 36 TAHUN 2014

TENTANG

TENAGA KESEHATAN



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.298, 2014 KESRA. Tenaga Kesehatan. Penyelenggaraan.
Pengadaan. Pendayagunaan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG
TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat
mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai
salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus
diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat
melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan
yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan
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berkesinambungan, adil dan merata, serta aman,
berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;

c. bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung
jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi,
keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus
harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi,
perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan
pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan
memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan;

d. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan
kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk
memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh
masyarakat, dan untuk memberikan pelindungan
serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan
masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan,
perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait
dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan,
pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu
tenaga kesehatan;

e. bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-
undangan dan belum menampung kebutuhan hukum
masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang
tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara
komprehensif;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal
34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang
Diploma Tiga.

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat.

4. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan
kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

5. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga
Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap
profesional untuk dapat menjalankan praktik.

6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.

7. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap
Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di
seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
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8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan
praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang
telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah
mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan
secara hukum untuk menjalankan praktik.

10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada
Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk
menjalankan praktik.

12. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus
dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan
kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat
oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

13. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga
Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

14. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat
instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan
proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar
dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan
berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.

15. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang
melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil
masing-masing tenaga kesehatan.

16. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan
yang seprofesi.

17. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah badan yang
dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu
kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu
pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.

18. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan
konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada tenaga kesehatan.
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19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

Pasal 2
Undang-Undang ini berasaskan:
a. Perikemanusiaan;
b. manfaat;
c. pemerataan;
d. etika dan profesionalitas;
e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f. keadilan;
g. pengabdian;
h. norma agama; dan
i. pelindungan.

Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;
b. mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat;
c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima

penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
d. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya

Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan
e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga

Kesehatan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH

DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:
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a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga
Kesehatan;

b. perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan
sesuai dengan kebutuhan; dan

c. pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan skala nasional selaras
dengan kebijakan pembangunan nasional;

b. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

c. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

d. mendayagunakan Tenaga Kesehatan;

e. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan
melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan
Registrasi Tenaga Kesehatan;

f. melaksanakan kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di
bidang Tenaga Kesehatan; dan

g. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan yang
akan melakukan pekerjaan atau praktik di luar negeri dan Tenaga
Kesehatan warga negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau
praktik di Indonesia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi
berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan
pembangunan nasional;

b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan;

c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan
pengembangan;

f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan
melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga
Kesehatan; dan

g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.
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Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah
kabupaten/kota berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan
nasional dan provinsi;

b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan;

c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan
pengembangan;

f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan
melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan

g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

BAB III
KUALIFIKASI DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:

a. Tenaga Kesehatan; dan

b. Asisten Tenaga Kesehatan.

Pasal 9

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga
medis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di
bidang kesehatan.

(2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur
dengan Peraturan Menteri.
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Pasal 11

(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

a. tenaga medis;

b. tenaga psikologi klinis;

c. tenaga keperawatan;

d. tenaga kebidanan;

e. tenaga kefarmasian;

f. tenaga kesehatan masyarakat;

g. tenaga kesehatan lingkungan;

h. tenaga gizi;

i. tenaga keterapian fisik;

j. tenaga keteknisian medis;

k. tenaga teknik biomedika;

l. tenaga kesehatan tradisional; dan

m. tenaga kesehatan lain.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter,
dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
psikologi klinis.

(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
berbagai jenis perawat.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.

(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas
apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

(7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan
ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan
kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta
tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
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(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan
mikrobiolog kesehatan.

(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisionis
dan dietisien.

(10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri
atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

(11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri
atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler,
teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi,
penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

(12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga
teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri
atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik,
fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.

(13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga
Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga
kesehatan tradisional keterampilan.

(14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat
menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga
Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara
merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.
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Pasal 14

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga
Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan
secara nasional.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan Tenaga
Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya
Kesehatan.

(3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui pemetaan Tenaga Kesehatan.

Pasal 15

Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan harus
memperhatikan faktor:

a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga
Kesehatan;

b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. kemampuan pembiayaan;

e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan

f. kebutuhan masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 17

(1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

(2) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi
bidang kesehatan.

(3) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu
sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi.
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(4) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya
Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri;

b. keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan
dan sumber daya yang tersedia; dan

c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(3) Pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh
Menteri.

(4) Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

(5) Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan,
penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan harus mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan berkoordinasi dengan Menteri.

(6) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 19

(1) Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan
tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai
dengan kuota nasional.

(2) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur
dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang
pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
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Pasal 20
(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memenuhi

Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.
(2) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, asosiasi institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi.

(4) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 21
(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan

profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi,
lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar
kompetensi kerja.

(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.

(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji
Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 22
(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
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(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan,
pemanfaatan, dan pengembangan.

Pasal 23

(1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan
kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan
setelah melalui proses seleksi.

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cara:

a. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;

b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja; atau

c. penugasan khusus.

(3) Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menempatkan Tenaga
Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI.

(4) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota
TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

(5) Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan
penempatan dokter pascainternsip, residen senior, pascapendidikan
spesialis dengan ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan penugasan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 24

(1) Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap
memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan Tenaga Kesehatan.

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui seleksi.
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Pasal 25

(1) Pemerintah dalam memeratakan penyebaran Tenaga Kesehatan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan Tenaga Kesehatan
lulusan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
untuk mengikuti seleksi penempatan.

(2) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi
penempatan dapat diikuti oleh Tenaga Kesehatan lulusan perguruan
tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi dan
kewenangannya.

(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan
sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan
keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

(1) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten, atau
antarkota karena alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau promosi.

(2) Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan
kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan memperoleh hak
kenaikan pangkat istimewa dan pelindungan dalam pelaksanaan
tugas.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Kesehatan, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti
untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada fasilitas
pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kesehatan yang
bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah
bermasalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 28

(1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan
wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi
akademik dan Kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga
Kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan
khusus kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah di daerah khusus berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal
atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagai Tenaga
Kesehatan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola
ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan untuk memenuhi
kepentingan pembangunan kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
mutu dan karier Tenaga Kese hatan.

(2) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan
dalam menjalankan praktik.

(3) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan, kepala daerah dan
pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas
pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan
mempertimbangkan penilaian kinerja.

Pasal 31

(1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
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(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar
Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi
penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelatihan Tenaga
Kesehatan, program dan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar
negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan
antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja
bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Pasal 34

(1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk
memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga
Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia.

(2) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(3) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik
Kedokteran.

(4) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

(5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
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Pasal 35

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di ibu kota negara
Republik Indonesia.

Pasal 36

(1) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi sebagai
koordinator konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki tugas:

a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing
Tenaga Kesehatan.

b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan; dan

c. membina dan mengawasi konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan.

(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki wewenang menetapkan
perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

Pasal 37

(1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi
pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam
menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
konsil masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas:

a. melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan;

b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
praktik Tenaga Kesehatan;

c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan;

d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga
Kesehatan; dan

e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan.

Pasal 38

Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
mempunyai wewenang:
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a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan;

b. menerbitkan atau mencabut STR;

c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan
pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan;

d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga
Kesehatan; dan

e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi
pendidikan Tenaga Kesehatan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang
sekretaris.

Pasal 40

(1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia merupakan
pimpinan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

(2) Keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas
unsur:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan;

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan;

c. Organisasi Profesi;

d. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan;

e. asosiasi institusi pendidikan Tenaga Kesehatan;

f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan

g. tokoh masyarakat.

Pasal 41

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara
dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil
Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.
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Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan,
pemberhentian, serta keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan
sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan
Presiden.

BAB VI
REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Registrasi

Pasal 44

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki
STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil
masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji
profesi; dan

e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang
setelah memenuhi persyaratan.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) meliputi:

a. memiliki STR lama;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.

e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di
bidangnya; dan

f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan,
pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
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Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi Ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Konsil
masing-masing Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 46

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang
pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang
berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan
praktiknya.

(4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga
Kesehatan harus memiliki:
a. STR yang masih berlaku;
b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
c. tempat praktik.

(5) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku
hanya untuk 1 (satu) tempat.

(6) SIP masih berlaku sepanjang:
a. STR masih berlaku; dan
b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47
Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang
papan nama praktik.

Bagian Ketiga
Pembinaan Praktik

Pasal 48

(1) Untuk terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan
pelindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan praktik
terhadap tenaga kesehatan.
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, konsil masing-
masing Tenaga Kesehatan, dan Organisasi Profesi sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian Keempat
Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

Pasal 49
(1) Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan

praktik, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima
pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin
Tenaga Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dapat memberikan sanksi
disiplin berupa:
a. pemberian peringatan tertulis;
b. rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau
c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi

pendidikan kesehatan.
(3) Tenaga Kesehatan dapat mengajukan keberatan atas putusan sanksi

disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB VII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 50
(1) Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai

wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan
dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan.

(2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu)
Organisasi Profesi.

(3) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 51

(1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan
Tenaga Kesehatan, setiap Organisasi Profesi dapat membentuk
Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan.
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(2) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi.

(3) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi.

BAB VIII
TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA

LULUSAN LUAR NEGERI DAN
TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

Pasal 52

(1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang
akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi
kompetensi.

(2) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a paling sedikit terdiri atas:

a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang
telah lulus Uji Kompetensi dan yang akan melakukan praktik di
Indonesia memperoleh STR.

(6) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang
akan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(7) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh konsil
masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi
bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 53

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Tenaga
Kesehatan warga negara asing sesuai dengan persyaratan.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan

b. ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat.

Pasal 54

(1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik
di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi.

(2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a paling sedikit terdiri atas:

a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab
di bidang pendidikan;

b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dengan surat keterangan
yang menyatakan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan
Sertifikat Kompetensi.

(5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga
Kesehatan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 55

(1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah mengikuti proses
evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia
harus memiliki STR Sementara dan SIP.

(2) STR sementara bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

(3) Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melakukan Praktik di Indonesia berdasarkan atas permintaan
pengguna Tenaga Kesehatan warga negara asing.

(4) SIP bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing berlaku selama 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun
berikutnya.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Tenaga
Kesehatan warga negara asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas
sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan
Standar Prosedur Operasional;

b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima
Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;

c. menerima imbalan jasa;

d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral,
kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;

f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain
yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar
pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.



2014, No.29825

Pasal 58

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi,
Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan
etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan
Kesehatan;

b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan
atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang
pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan

e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan
lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d
hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perseorangan.

Pasal 59

(1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima
Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada
bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta
uang muka terlebih dahulu.

BAB X
PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;

b. meningkatkan Kompetensi;

c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
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d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi
atau kelompok; dan

e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam
menyelenggarakan upaya kesehatan.

Pasal 61

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan
pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus
melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan
Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 62

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai
dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang
dimilikinya.

(2) Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang
pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan
tingkat Kompetensi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63

(1) Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan
pelayanan di luar kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di luar
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 64

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik
seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.

Bagian Ketiga
Pelimpahan Tindakan

Pasal 65

(1) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat
menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.
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(2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian
dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga
apoteker.

(3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan dengan ketentuan:
a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan

keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah

pengawasan pemberi pelimpahan;
c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang

dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan
pelimpahan yang diberikan; dan

d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan
keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Keempat
Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan

Standar Prosedur Operasional
Pasal 66

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban
untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan
Standar Prosedur Operasional.

(2) Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan
ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan
oleh Menteri.

(3) Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

(4) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar
Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 67
(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dapat melakukan

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan.



2014, No.298 28

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi,
produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk
mendukung pembangunan kesehatan.

(3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan

Pasal 68

(1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan
oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapat penjelasan secara cukup dan patut.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
mencakup:

a. tata cara tindakan pelayanan;

b. tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;

c. alternatif tindakan lain;

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan,
baik secara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi
harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh
yang berhak memberikan persetujuan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

(1) Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan
masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia.

(2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan
persetujuan tindakan.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
harus diinformasikan kepada masyarakat Penerima Pelayanan
Kesehatan tersebut.
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Bagian Keenam
Rekam Medis

Pasal 70

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan
perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan
Kesehatan.

(2) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Penerima Pelayanan
Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan.

(3) Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus dibubuhi
nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf Tenaga Kesehatan yang
memberikan pelayanan atau tindakan.

(4) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga
Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 71

(1) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Dalam hal dibutuhkan, Penerima Pelayanan Kesehatan dapat
meminta resume rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketujuh
Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan

Pasal 73

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

(2) Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka
hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan,
pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan
penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan
sendiri, atau pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan Penerima Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
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Bagian Kedelapan
Pelindungan bagi Tenaga Kesehatan dan

Penerima Pelayananan Kesehatan

Pasal 74

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga
Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 75

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan
pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 76

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan dan
menjaga mutu pemberian pelayanan kesehatan dapat membentuk komite
atau panitia atau tim untuk kelompok Tenaga Kesehatan di lingkungan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 77

Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan
atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam
menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima
pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut
harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-
masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 81

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
diarahkan untuk:

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
Tenaga Kesehatan;

b. melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas
tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan

c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga
Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal
47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat
(1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat
(1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) dikenai
sanksi administratif.

(2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan
ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan
Pasal 74 dikenai sanksi administratif.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi
administratif kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa:
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a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. denda adminstratif; dan/atau

d. pencabutan izin.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-
olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun.

Pasal 84

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang
mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 85

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik
tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja
memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja
memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

(1) Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang telah dimiliki
oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bukti Registrasi dan perizinan
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling
lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 88

(1) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang
telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini,
tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai
Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah
Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh
dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR Tenaga
Kesehatan.

Pasal 89

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi Nasional
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Pasal 90

(1) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian dari
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia terbentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan
terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

(3) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap
melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya
sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 92

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku; dan

b. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
menjadi sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah
terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Pasal 95

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 96

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu

diselenggarakan pembangunan kesehatan;

b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan

diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan

kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan;

c.bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan
harus dilakukan secara bertanggung jawab,

akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh
perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan,

etik, dan moral tinggi;

d. bahwa mengenai keperawatan perlu diatur secara

komprehensif dalam Peraturan Perundang-

undangan guna memberikan pelindungan dan

kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Keperawatan;

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

Dengan
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

I . Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan

kepada individu, keluarga, kelompok, atau

masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun

sehat.

2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus

pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam

maupun di Iuar negeri yang diakui oleh Pemerintah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

3. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk

pelayanan profesional yang merupakan bagian

integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan

pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik

sehat maupun sakit.

4. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang

diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan

Keperawatan.

5. Asuhan
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5. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi
Perawat dengan Klien dan Iingkungannya untuk
mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan
kemandirian Klien dalam merawat dirinya.

6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta

didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan
program studi Keperawatan.

7. Sertihkat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan
terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji
Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan'

8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan

untuk melakukan praktik Keperawatan yang

diperoleh lulusan pendidikan profesi.

9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap

Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi

atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai
kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara

hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat
STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.

11. Surat lzin Praktik Perawat yang selanjutnya
disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada

Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk
menjalankan Praktik Keperawatan.

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan/atau masyarakat.

13. Perawat
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13. Perawat Warga Negara Asing adalah Perawat yang
bukan berstatus Warga Negara Indonesia.

14. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok,
atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan
Keperawatan.

15. Organisasi Profesi Perawat adaiah wadah yang

menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan
hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

16. Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk
oleh Organisasi Profesi Perawat untuk setiap cabang
disiplin ilmu Keperawatan yang bertugas mengampu
dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin
ilmu tersebut.

l7. Konsil Keperawatan adalah lembaga yang

melakukan tugas secara independen.

18.lnstitusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan Keperawatan.

19. Wahana Pendidikan Keperawatan yang selanjutnya
disebut wahana pendidikan adalah fasilitas, selain
perguruan tinggi, yang digunakan sebagai tempat
penyelenggaraan pendidikan Keperawatan.

20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah ne gara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan.

22. Menteri
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22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Praktik Keperawatan berasaskan:

a, perikemanusiaan;

b. nilai ilmiah;

c. etika dan profesionalitas;

d. manfaat;

e. keadilan;

f. pelindungan; dan

g. kesehatan dan keselamatan Klien.

Pasal 3

Pengaturan Keperawatan bertujuan :

a. meningkatkan mutu Perawat;

b. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;

c. memberikan pelindungan dan kepastian hukum
kepada Perawat dan Klien; dan

d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

JENIS PERAWAT

Pasal 4

(1) Jenis Perawat terdiri atas:

a. Perawat profesi; dan

b. Perawat
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b. Perawat vokasi.

(2)Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. ners; dan

b. ners spesialis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perawat

sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) dan ayat (2\

diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN

Pasal 5

Pendidikan tinggi Keperawatan terdiri atas:

a. pendidikan vokasi;

b. pendidikan akademik; dan

c. pendidikan profesi.

(1)

(2t

Pasal 6

Pendidikan vokasi sebagaimana

Pasal 5 huruf a merupakan

Keperawatan.

Pendidikan vokasi sebagaimana

Pasal 5 huruf a paling rendah

Diploma Tiga Keperawatan.

dimaksud dalam
program diploma

dimaksud dalam
adalah program

Pasal 7
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Pasal 7

Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hurufb terdiri atas:

program sarj ana Keperawatan ;

program magister Keperawatan; dan

program doktor Keperawatan.

Pasal 8

Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf c terdiri atas:

a. program profesi Keperawatan; dan

b. program spesialis Keperawatan.

Pasal 9

( 1) Pendidikan Tinggi Keperawatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh

perguruan tinggi yang memiliki izin
penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berbentuk universitas, institut, sekolah

tinggi, politeknik, atau akademi.

(3) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan

Pendidikan Tinggi Keperawatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana

Pendidikan serta berkoordinasi dengan Organisasi
Profesi Perawat.

(4) Penyediaan
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Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan melalui:

a. kepemilikan; atau

b. kerja sama.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan rumah sakit
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama

yang memenuhi persyaratan, termasuk jejaring dan

komunitas di dalam wilayah binaannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana

Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 10

Perguruan tinggi Keperawatan diselenggarakan oleh

Pemerintah atau masyarakat sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundan g-undangan.

Perguruan tinggi Keperawatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tridarma
perguruan tinggi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keperawatan

harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Keperawatan.

Standar Nasional Pendidikan Keperawatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(1)

(2\

(1)

(21

(3) Standar
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(3) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun
secara bersama oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi
institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi
Perawat.

(4) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasai 12

Dalam rangka menjamin mutu lulusan,
penyelenggara pendidikan tinggi Keperawatan hanya
dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota
nasional.

Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan
mahasiswa diatur dengan Peraturan Mente ri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 13

(1) Institusi Pendidikan tinggi Keperawatan wajib
memiliki dosen dan tenaga kependidikan.

Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari:

a. perguruan tinggi; dan

b. Wahana Pendidikan Keperawatan.

Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(1)

(2)

(2\

(3)

(4) Dosen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

(4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan
memberikan pendidikan serta melakukan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan
kesehatan.

(2) Dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan
memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit
yang memperhitungkan kegiatan pelayanan

kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan,
pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana
Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri
dan/atau nonpegawai negeri.

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

( 1) Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa
pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji
Kompetensi secara nasional.

(1)

(2t

(2) uji
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Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama
dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga
pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang
terakreditasi.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditujukan untuk mencapai standar kompetensi
Iulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.

Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi
Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan
oleh Menteri.

Mahasiswa pendidikan vokasi Keperawatan yang
lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi
yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

Mahasiswa pendidikan profesi Keperawatan yang
Iulus Uji Kompetensi diberi Sertiltkat Profesi yang
diterbitkan oleh perguruan tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

BAB IV

REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN REGISTRASI ULANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan
kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh Perawat, Menteri dan
Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan
dan pengawasan mutu Perawat sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
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Bagian Kedua

Registrasi

Pasal 18

( 1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan
wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi
persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat
Profesi;

c. memiliki surat keterangan sehat hsik dan mental;

d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah/janji profesi; dan

e. membuat pernyataan mematuhi dan

melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. memiliki STR lama;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat
Profesi;

memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

membuat pernyataan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi;

c.

d.

e. teiah
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e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi

atau vokasi di bidangnya; dan

f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan,

pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah
lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan
huruf f diatur oleh Konsil Keperawatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi

dan Registrasi ulang diatur dalam peraturan konsil
keperawatan.

Bagian Ketiga

Izin Praktik

Pasal 19

Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan

wajib memiliki izin.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk SIPP.

SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota atas
rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di
kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan
praktiknya.

Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2), Perawat harus melampirkan:

a. salinan STR yang masih berlaku;

b. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan

(1)

(2)

(s)

(41

c. surat
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c. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau

surat keterangan dari pimpinan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

(5) SIPP masih berlaku apabila:

a. STR masih berlaku; dan

b. Perawat berpraktik di tempat sebagaimana

tercantum dalam SIPP.

Pasal 20

SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua)

tempat.

Pasal 2 1

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus
memasang papan nama Praktik Keperawatan.

Pasal 22

(1)

(2\

SIPP tidak berlaku apabila:

a. dicabut berdasarkan ketentuan
Perundang-undangan;

b. habis masa berlakunya;

c. atas permintaan Perawat; atau

d. Perawat meninggal dunia.

Peraturan

Pasal 23
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Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam

Peraturan Menteri

Pasal 24

(1) Perawat Warga Negara Asing yang akan

menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti
evaluasi kompetensi.

(2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. penilaian keabsahan ijasah oleh menteri yang

menyelenggarakan urr-tsan pemerintahan di

bidang pendidikan;

b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

c. surat pernyataan untuk mematuhi dan

melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dinyatakan dengan surat keterangan telah

mengikuti program evaluasi kompetensi dan

Sertif-rkat Kompeten si.

(5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Perawat Warga Negara Asing harus memenuhi
persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 25
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Pasal 25

Perawat Warga Negara Asing yang sudah mengikuti
proses evaluasi kompetensi dan yang akan
melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR

Sementara dan SIPP.

STR sementara bagi Perawat Warga Negara Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Perawat Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan Praktik Keperawatan di
Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna

Perawat Warga Negara Asing.

Praktik Perawat Warga Negara Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas Perawat Indonesia.

SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku

selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
hanya untuk I (satu) tahun berikutnya.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan

praktik Perawat Warga Negara Asing diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri
yang akan melakukan Praktik Keperawatan di
Indonesia harus mengikuti proses evaluasi
kompetensi.

(4)

(s)

(2) Proses
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(2) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan untuk melakukan Praktik
Keperawatan.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. penilaian keabsahan ijasah oleh menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendidikan;

b. surat keterangan sehat lisik dan mental; dan

c. surat pernyataan untuk mematuhi dan

melaksanakan ketentuan etika profesi.

Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan melalui Uji Kompetensi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perawat warga negara Indonesia lulusan Iuar negeri
yang telah lulus Uji Kompetensi dan akan
melakukan Praktik Keperawatan di Indonesia
memperoleh STR.

STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan
oleh Konsil Keperawatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri

yang akan melakukan Praktik Keperawatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki
SIPP sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses

evaluasi kompetensi bagi Perawat warga negara
Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

(6)

(71

(8)

BAB V
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BAB V

PRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

( 1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai

dengan Klien sasarannya.

(2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Praktik Keperawatan mandiri; dan

b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan.

Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar

pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur

operasional.

Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 didasarkan pada prinsip kebutuhan
pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan

masyarakat dalam suatu wilayah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan
pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam

suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur dengan Peraturan Menteri.

(3)

(4)

(s)

Bagian Kedua
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Bagian Kedua

Ttrgas dan Wewenang

Pasal 29

(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan,

Perawat bertugas sebagai:

a. pemberi Asuhan Keperawatan;

b. penyuluh dan konselor bagi Klien;

c. pengelola Pelayanan Keperawatan;

d. pe neliti Keperawatan;

e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan

wewenang; dan/ atau

f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan

tertentu.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat

dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-

sendiri.

(3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilaksanakan secara

bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 30

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan

Keperawatan di bidang upaya kesehatan

perorangan, Perawat berwenang:

a. melakukan pengkajian Keperawatan secara

holistik;

b. menetapkan diagnosis Keperawatan;

c. merencanakan tindakan Keperawatan;

d. melaksanakan tindakan Keperawatan;

e. mengevaluasi
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e. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;

f. melakukan rujukan;

g. memberikan tindakan pada keadaan gawat

darurat sesuai dengan kompetensi;

h. memberikan konsultasi Keperawatan dan

berkolaborasi dengan dokter;

i, melakukan peny'uluhan kesehatan dan konseling;
dan

j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat
kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis

atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan

Keperawatan di bidang upaya kesehatan

masyarakat, Perawat berwenang:

a.melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan

masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok
masyarakat;

b. menetapkan permasalahan Keperawatan
kesehatan masyarakat;

c. membantu penemuan kasus penyakit;

d. merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan

masyarakat;

e. melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan
masyarakat;

f. melakukan rujukan kasus;

g. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan
kesehatan masyarakat;

h. melakukan pemberdayaan masyarakat;

i. melaksanakan advokasi dalam perawatan
kesehatan masyarakat;

j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan
masyarakat;

k. melakukan
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k. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;

L mengelola kasus; dan

m. melakukan penatalaksanaan Keperawatan
komplementer dan alternatif.

Pasal 3 1

Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan
konselor bagi Klien, Perawat berwenang:

a. melakukan pengkajian Keperawatan secara
holistik di tingkat individu dan keluarga serta di
tingkat kelompok masyarakat;

b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

c. melaksanakan advokasi dalam perawatan
kesehatan masyarakat;

d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan
masyarakat; dan

e. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola
Pelayanan Keperawatan, Perawat berwenang:

a. melakukan pengkajian dan menetapkan
permasalahan;

b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
Pelayanan Keperawatan; dan

c. mengelola kasus.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti
Keperawatan, Perawat berwenan g:

a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan
etika;

b. menggunakan sumber daya pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atas izin pimpinan; dan

c. menggunakan pasien sebagai subjek penelitian
sesuai dengan etika profesi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

t2l

(3)

Pasal 32
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Pasal 32

(1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara
tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk
melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan
evaluasi pelaksanaannya.

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara delegatif atau
mandat.

(3) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk
melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh

tenaga medis kepada Perawat dengan disertai

, pelimpahan tanggung jawab.

(4) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan
kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih
yang memiliki kompetensi yang diperlukan.

(5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh

tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan

sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.

Tanggung jawab atas tindakan medis pada

pelimpahan wewenang mandat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi

pelimpahan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan
pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), Perawat berwenang:

a. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan
kompetensinya atas pelimpahan wewenang

delegatif tenaga medis;

(6)

(7\

b. melakukan
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b. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan
atas pelimpahan wewenang mandat; dan

c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
program Pemerintah.

Pasal 33

Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (1) huruf f merupakan penugasan Pemerintah
yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya
tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu
wilayah tempat Perawat bertugas.

Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau
tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat
Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang menye lenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan setempal.

Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi
Perawat.

Dalam melaksanakan tugas pada keadaan

keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perawat berwenang:

a. melakukan pengobatan
dalam hal tidak terdapat

b. merujuk pasien sesuai
sistem rujukan; dan

untuk penyakit umum
tenaga medis;

dengan ketentuan pada

c. melakukan pelayanan kefarmasian secara

terbatas dalam ha1 tidak terdapat tenaga
kefarmasian.

Pasai 34



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

Pasal 34

Ketentuan lebih Ianjut mengenai tugas dan \\'e\venang
Perawat diatur dengan Peraturan Menteri,

Pasal 35

( 1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan
pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan
tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan
kompe ten sinya.

(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa
Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa
atau kecacatan Klien.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil
evaluasi berdasarkan keilmuannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Perawat

Pasal 36

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawalan
berhak:

a. memperoleh

g1(rQ

$*
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a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar
pelayanan, standar profesi, standar prosedur
operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur
dari Klien dan/alau keluarganya.

c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan
yang telah diberikan;

d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang

bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan,

standar profesi, standar prosedur operasional, atau
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Pasal 37

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan

berkewaj iban:

a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan

Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan

Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;

b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan

kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar
profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

c. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada
Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat
sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;

d.mendokumentasikan Asuhan Keperawalan sesuai
dengan standar;

e. memberikan

#,s
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memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar,
jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan
Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya
sesuai dengan batas kewenangannya;

melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari
tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan
kompetensi Perawat; dan

melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 38

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak:

a. mendapatkan informasi secara, benar, jelas, dan
jujur tentang tindakan Keperawatan yang akan
dilakukan;

b. meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga

kesehatan lainnya;

c. mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan

kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar
prolesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan
Peraturan Pe rundang-u ndangan;

d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan
Keperawatan yang akan diterimanya; dan

e.memperoleh keterjagaan

kesehatan nva.

kerahasiaan kondisi

Pasal 39
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Pasal 39

Pengungkapan rahasia kesehatan Klien
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e

dilakukan atas dasar:

a. kepentingan kesehatan Klien;

b. pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum
dalam rangka penegakan hukum;

c. persetujuan Klien sendiri;

d. kepentingan pendidikan dan penelitian; dan

e. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan
Klien diatur dalam Peraturan Menleri.

Pasal 40

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkervajiban:

a. memberikan informasi yang benar, jeias, dan jujur
tentang masalah kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang

diterima.

BAB VII

ORGANISASI PROFESI PERAWAT

Pasal 4 1

(1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu
wadah yang menghimpun Perawat secara nasional
dan berbadan hukum.

(2) Organisasi Profesi Perawal bertujuan untuk:

(2\

a. meningkatkan
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a. meningkatkan dan/atau mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan
etika profesi Perawat; dan

b. mempersatukan dan memberdayakan Perawat
dalam rangka menunjang pembangunan
kesehatan.

Pasal 42

Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai
pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas

Keperawatan di Indonesia.

Pasal 43

Organisasi Profesi Perawat berlokasi di ibukota negara

Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan
di daerah.

BAB VIII

KOLEGIUM KEPERAWATAN

Pasal 44

Kolegium Keperawatan merupakan badan otonom di
dalam Organisasi Profesi Perawat.

Kolegium Keperawatan bertanggung jarvab kepada

Organisasi Profesi Perawat.

Pasal 45

Kolegium Keperawatan berfungsi mengembangkan
cabang disiplin ilmu Keperawatan dan standar
pendidikan tinggi bagi Perawat profesi.

(1)

(2)

Pasal 46
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Pasal 46

Ketentuan Iebih lanjut mengenai Kolegium Keperawatan

diatur oleh Organisasi Profesi Perawat.

BAB IX

KONSIL KEPERAWATAN

Pasal 47

Untuk meningkatkan mutu Praktik Keperawatan

dan untuk memberikan pelindungan serta kepastian

hukum kepada Perawal dan masyarakat, dibentuk

Konsil Keperawatan.

Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian dari Konsil Tenaga

Kesehatan Indonesia,

Pasal 48

Konsil Keperawatan sebagai mana dimaksud dalam

Pasal 47 berkedudukan di ibukota negara Republik

I ndonesia.

Pasal 49

Konsil Keperawatan mempunyai fungsi pengaturan,

penetapan, dan pembinaan Perawat dalam

menjalankan Praktik Keperawatan.

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Konsil Keperawatan memiliki tugas:

(1)

(2t

a. melakukan
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a. melakukan Registrasi Perawat;

b. melakukan pembinaan Perawat dalam
menjalankan Praktik Keperawatan;

c. menyusun standar pendidikan tinggi
Keperawatan;

d. meny'usun standar praktik dan slandar
kompetensi Perawat; dan

e. menegakkan disiplin Praktik Keperawatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi
dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 diatur dengan Peraturan Konsil
Keperawatan.

Pasal 50

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49, Konsil Keperawatan mempunyai
wewenang:

a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi
Perawat, termasuk Perawat Warga Negara Asing;

b. menerbilkan atau mencabut STR;

c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan
dengan pelanggaran disiplin profesi Perawat;

d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi
Perarvat; dan

e. memberikan pertimbangan pendirian atau
penutupan Institusi Pendidikan Keperawatan.

Pasal 51

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil
Keperawatan dibebankan kepada anggaran pendapatan
dan belanja negara dan sumber lain yang tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 52
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Pasal 52

Keanggotaan Konsil Keperawatan terdiri atas unsur
Pemerintah, Organisasi Profesi Keperawatan,
Kolegium Keperawatan, asosiasi Institusi
Pendidikan Keperawatan, asosiasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, dan tokoh masyarakat.

Jumlah anggota Konsil Keperawatan paling banyak
9 (sembilan) orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan
organisasi, pengangkatan, pemberhentian, dan
keanggotaan Konsil Keperawatan diatur dengan
Peraturan Presiden.

(2)

(3)

BAB X

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

(1)

(2\

(3)

Pasal 53

Pengembangan Praktik Keperawatan dilakukan
melalui pendidikan formal dan pendidikan
nonformal atau pendidikan berkelanjutan.

Pengembangan Praktik Keperawatan bertujuan
untuk mempertahankan atau meningkatkan
keprofesionalan Perawat.

Pendidikan nonformal atau pendidikan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada a1'at ( 1)

ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan
Keperawatan.

Dalam hal meningkatkan keprofesionalan Perawal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau
pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus
memfasilitasi Perawat untuk mengikuti pendidikan
berkelanjutan.

(4)

(5) Pendiclikan

m
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(5) Pendidikan nonformal atau pend idikan
berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi

Perawat, atau lembaga lain yang terakreditasi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

(6) Pendidikan nonformal atau pe ndidikan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Praktik
Keperawatan yang didasarkan pada standar
pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur
operasional.

Pasal 54

Pendidikan Keperawatan dibina oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan berkoordinasi dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerinlahan di bidang

kesehatan.

Pasal 55

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperaq'atan,

dan Organisasi Profesi membina dan mengau,asi Praktik
Keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-

masing.

Pasal 56



PRESIDEN
REPUE]LIK INDONESIA

-JJ-

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam
untuk:

Praktik Keperawatan

Pasal 55 diarahkan

a.

b.

C.

meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;

melindungi masyarakat atas tindakan Perilwat yang

tidak sesuai dengan standar; dan

memberikan kepastian hukum bagi Perawat dan

masyarakat.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

pengawasan Praktik Keperawatan yang dilakr,rkan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan,

dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 55 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18

ayat (1), Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27

ayat ( 1) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dapat berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

(1)

(2)

c. dcnda
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c. denda administrati[; dan/atau

d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cata
pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerin tah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perau,at sebelum

Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap

berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP bcrakhir.

Pasal 60

Selama Konsil Keperawatan belum terbentuk,
permohonan untuk memperoleh STR yang masih dalam
proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku
sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 61

Perawat lulusan sekolah perawat kesehatan yang telah
melakukan Praktik Keperawatan sebelum Undang-
Undang ini diundangkan masih diberikan kewenangan

melakukan Praktik Keperawatan untuk jangka waktu 6
(enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XIII
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

lnstitusi Pendidikan Keperawatan yang telah ada
sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus
menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 paling Iama 3 (tiga) tahun setelah
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Konsil Keperawatan dibentuk paling lama 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
mengenai Keperawatan dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
berdasarkan Undan g-Undang ini.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

U ndang-undang
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 307

Salinan sesuai dengan aslinya
AN SEKRETARIAT NEGARA RI

Perundang-undangan,

Sapta Murti
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ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

KEPERAWATAN

I. UMUM

Kesehatan sebagai hak asasi manusia yang diakui secara
konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai hak warga negara dan tanggung
jawab negara. Hak asasi bidang kesehatan ini harus diwujudkan
mela.lui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat
dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui
pemberian pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya
kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan.
Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan
sebagai penyelenggara Praktik Keperawatan, pemberi Asuhan
Keperawatan, penyu.luh dan konselor bagi Klien, pengelola

Pelayanan Keperanatan, dan peneliti Keperau'atan. Pelayanan
Keperawatan yang diberikan oleh Perawat didasarkan pada
pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperau'alan yang
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu
pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Pelayanan kesehatan
tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara
bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh Perawat
yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik. Praktik
keperawatan sebagai wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan
dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan
wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu,
penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi.

Untuk
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Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai

penerima Pelayanan Keperau,atan dan untuk mcnjamin pelindungan

terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan,

diperlukan pengaturan mengenai keperau'atan secara komprehensif

yang diatur dalam undang-undang. Selain sebagai kebutuhan

hukum bagi perawat, pengaturan ini juga merupakan pclaksanaan

dari mutual recognition agreement mengenai pelayanan jasa

Keperawatan di kawasan Asia Tenggara. Ini memberikan peluang

bagi perawat warga negara asing masuk ke Indonesia dan perawat

Indonesia bekerja di luar negeri untuk ikut serta memberikan

pelayanan kesehatan melalui Praktik Keperawatan. lni dilakukan

sebagai pemenuhan kebutuhan Perawat tingkat dunia, sehingga

sistem keperawatan Indonesia dapat dikenal oleh negara tujuan dan

kondisi ini sekaligus merupakan bagian dari pencitraan dan dapat

mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di bidang

kesehatan,

Atas dasar itu, maka dibentuk Undang-Undang tentang

Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan

hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata

berbagai perangkat hukum yang mengatur penyclenggaraan

Keperawatan dan Praktik Keperai,l,alan yang bertanggung jawab,

akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, Undang-Undang ini memuat

pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi kcperawatan,

registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang, praktik kcperan'atan,

hak dan kewajiban bagi perawat dan kiien, kelemb:tgaan yang

terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolcgium, dan

konsil), pengembangan, pembinaan, dan pengar"'asan bagi pera$'at,

serta sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
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Pasal 2

Huruf a

Yang d imaksud dengan "asas perikemanusiaan" adalah

asas yang harus mencerminkan pelindungan dan

penghormatan hak asasi manusia scrta harkat dan

martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa

membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan

ras.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "nilai ilmiah" adalah Praktik
Keperawatan dilakukan berdasarkan pada ilmu
pengetahuan dan teknologi yang diperoleh, baik melalui
penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas etika dan profesionalitas"

adalah bahwa pengaturan Praktik Keperau,atan harus

dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan

Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan serta

memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah

Keperawatan harus memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah

Keperawatan harus mampu memberikan pelat'anan yang

merata, [erjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif
dalam pelayanan kesehatan.

Huruf f

itt?

{*
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Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa
pengaturan Praktik Keperawatan harus memberikan
pelindungan yang sebesar-besarnya bagi Perawat dan

masyarakat.

Huruf g

Yang maksud dengan "asas kesehatan dan keselamatan
klien" adalah Perarvat dalam melakukan Asuhan
Keperawatan harus mengutamakan kesehatan dan

keselamatan KIien.

Pasal 3

Cukup j elas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2t

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ners" adalah gelar yang

diperoleh setelah lulus pendidikan profesi Perawat.

Huruf b

Ayat

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
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Pasai 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tridarma pergllruan tinggi merupakan pcnyelenggaraan 3

(tiga) fungsi perguruan tinggi yaitu pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup j elas.

Pasai 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
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Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
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Pasal 28

Ayat ( 1)

Yang dimaksud dengan "tempat lainnya" adalah tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan Praktik
Keperawatan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, antara lain, rumah Klien, rumah jompo,
panti asuhan, panti sosial, perusahaan, dan sekolah.

Ayat (2)

Cukup je1as.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup je1as.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
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Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "obat bebas

obal yang berlogo bulatan ber$'arner

diperoleh tanpa resep dokter.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

terbatas" adalah

biru yang dapat

Huruf f



PRESIDEN
R EP UE}L ]K INDONESIA

-9-

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup je1as.

Huruf h

Pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian
kegiatan dalam rangka mengoptimalkan peran serta

;nasyarakat meliputi:

a. identifikasi sumber daya pendukung;

b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;

c. menggerakkan peran serta sumber daya manusia

dalam mengatasi/ memenuhi kebutuhan

masyarakat; dan

d. melakukan bimbingan dan peran serta masyarakat

secara berkelanjutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Hurul j

Cukup jeias.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf I

Mengelola kasus merupakan kegiatan

penatalaksanaan Klien yang mencakup kegiatan:

a. pengidentifikasian kebutuhan pelayanan;

b. pengoordinasian perencanaan pelayanan;

c. pemonitoran pelaksanaan pelayanan; dan

d. pengcvaluasian
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d. pengevaluasian dan modifikasi pelayanan sesuat

dengan kondisi.

Huruf m

Melakukan pe natalaksanaan Keperat.,'atan

komplementer dan alternatif mcrupakan bagian dari
penyelenggaraan Praktik Keperawatan dengan

memasukkan/mengintegrasikan terapi komplementer

dan alternatif ke dalam pelaksanaan Asuhan

Keperawatan.

Pasal 3 1

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (i)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup je1as.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif,

antara lain adalah menyuntik, memasang in[us, dan

memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program

pemerintah.

Ayat (s)

Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara mandat,

antara lain adalah pemberian terapi parenteral dan

penjahitan luka.

Ayat (6)
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Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (71

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat ( 1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyakit umum merupakan
penyakit atau gejala yang rtngan dan sering

ditemukan sehari hari dan berdasarkan gejala yang

terlihat (simtomatik), antara lain, sakit kepa)a, batuk
pilek, diare tanpa dehidrasi, kembung, dcmam, dan

sakit gigi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan kefarmasian
secara terbatas" adalah kegiatan menyimpan dan
menyerahkan obat kepada KIien.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
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Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup je1as.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lain" antara

Iain dokter, ah\ gizi, dan apoteker.

Huruf d

Cukup je1as.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup j elas.

Pasal 40
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Pasal 40

Huruf a

Pemberian informasi oleh Klien anak/balita a[au lansia,
dalam kondisi tertentu dapat diwakili dalam pemberian
informasi tenlang masalah kesehatannya,

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memberikan imbalan jasa dapat berupa pembayaran

secara tunai ataupun dalam bentuk sistcm penjaminan.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Organisasi Profesi Perariat adalah

Persatuan Perar.vat Nasional lndonesia (PPNI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

$#
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Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Fungsi pengaturan merupakan pengaturan dalam bidang
teknis profesi Perarvat.

Ayat (2\

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 5 1

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
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Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas,

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
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Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5612



UNDANG-UNDANG 

NO 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIDANAN



Menimbang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIDANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa setiap orang berhak memperoleh
pelayanan kesehatan agar dapat hidup
sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu
membangun masyarakat, bangsa, dan negara
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indcnesia
Tahurr 1945;

b. bahwa pelayanan kesehatan kepada
masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan
anak yang dilaksanakan oleh bidan secara
bcitanggung jawab, akuntabel. bermutu, aman,
dan berkesinambungan, masih dihadapkan
pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan
kewenangan;

c. bahwa pengaturan mengenai pelayanan
kesehatan oleh bidan maupun pengakuan
terhadap profesi dan praktik kebidanan belum
diatur sr:cara komprehensif scbagaimana
profesi kesehatan lain, sehingga belum
mcmberikan pelindungan dan kepastian
hukum bagi bidan dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan kepacia masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, pcrlu membentuk Undang-Undang
tentang Kcbidanan;

SK No 004078 A Mengingat. . .

SALINAN



Mengingat

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANGKEBIDANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal2SH ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan bidan dalam memberikan pelayanan
kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum
hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan,
masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak
prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi
perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan
tugas dan wewenangnya.

2. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan
profesional yang merupakan bagian integral dari
sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.
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3. Bidan adalah seorang perempuan yang telah
menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik
di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui
secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah
memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik
Kebidanan.

4. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian
pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk
asuhan kebidanan.

5. Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang
didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan
tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan
wewenang dan ruang lingkup praktiknya
berdasarkan ilmu dan kiat Kebidanan.

6. Kompetensi Bidan adalah kemampuan yang dimiliki
oleh Bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan,
dan sikap untuk memberikan Pelayanan Kebidanan.

7. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta
didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan
program studi Kebidanan.

8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan
terhadap Kompetensi Bidan yang telah lulus Uji
Kompetensi untuk melakukan Praktik Kebidanan.

9. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan
untuk melakukan Praktik Kebidanan yang diperoleh
lulusan pendidikan profesi.

10. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Bidan
yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau
Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi
tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara
hukum untuk menjalankan praktik Kebidanan.

I 1. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat
STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil
Kebidanan kepada Bidan yang telah diregistrasi.

SK No 004080 A

12. Surat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

12. Surat lzin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat
SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Bidan
sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan
Praktik Kebidanan.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang
pelayanannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat.

15. Bidan Warga Negara Asing adalah Bidan yang
berstatus bukan Warga Negara Indonesia.

16. Klien adalah perseorangan, keluarga, atau kelompok
yang melakukan konsultasi kesehatan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan
secara langsung maupun tidak langsung oleh Bidan.

17. Organisasi Profesi Bidan adalah wadah yang
menghimpun Bidan secara nasional dan berbadan
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

18. Konsil Kebidanan yang selanjutnya disebut Konsil
adalah bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia yang tugas, fungsi, wewenang, dan
keanggotaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

19. Wahana Pendidikan Kebidanan adalah Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang digunakan sebagai tempat
penyelenggaraan pendidikan Kebidanan.

SK No 004081 A
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20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

22.Menterr adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kebidanan berasaskan

a. perikemanusiaan;

b. nilai ilmiah;

c. etika dan profesionalitas;

d. manfaat;

e. keadilan;

f. pelindungan; dan

g. keselamatan Klien.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Kebidanan bertujuan:

a. meningkatkan mutu pendidikan Bidan;

b. meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;

c. memberikan pelindungan dan kepastian hukum
kepada Bidan dan Klien; dan

d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita,
dan anak prasekolah.
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BAB II

PENDIDIKAN KEBIDANAN

Pasal 4

Pendidikan Kebidanan terdiri atas:

a. pendidikan akademik;

b. pendidikan vokasi; dan

c. pendidikan profesi.

Pasal 5

(1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. program sarJana;

b. program magister; dan

c. program doktor.

(2) Lulusan pendidikan akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melanjutkan
program pendidikan profesi.

Pasal 6

(1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b merupakan program diploma tiga
kebidanan.

(21 Lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang akan menjadi Bidan lulusan
pendidikan profesi harus melanjutkan program
pendidikan setara sarjana ditambah pendidikan
profesi.

Pasal 7

Pendidikan profesr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c merupakan program lanjutan dari program
pendidikan setara sarjana atau program sarjana.
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Pasal 8

Lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan gelar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9

(1) Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan
pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menyediakan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan Kebidanan.

(3) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai
Wahana Pendidikan Kebidanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21dapat dilakukan melalui:

a. kepemilikan; atau

b. kerja sama.

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana
Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang memenuhi persyaratan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan Kebidanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21sampai dengan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1O

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
Kebidanan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau
masl'arakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

SK No 004084A
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Pasal 1 1

(1) Penyelenggaraan pendidikan Kebidanan harus
memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kebidanan.

(21 Standar Nasional Pendidikan Kebidanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Kebidanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara
bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
kementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, asosiasi
institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi Bidan.

(4) Ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan
Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi.

Pasal 12

( 1) Dalam rangka menjamin mutu lulusan,
penyelenggara pendidikan Kebidanan hanya dapat
menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.

(2) Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada kebutuhan Bidan di daerah masing-
masing.

(3) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan
mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi setelah berkoordinasi dengan
Menteri.
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Pasal 13

(1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
Kebidarran harus memiliki dosen dan tenaga
kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari:

a. perguruan tinggi; dan/atau
b. Wahana Pendidikan Kebidanan.

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dosen yang berasal dari Wahana Pendidikan
Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf b melakukan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan
kesehatan.

(2) Dosen yang berasal dari Wahana Pendidikan
Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (21huruf b memiliki kesetaraan, pengakuan, dan
angka kredit yang memperhitungkan kegiatan
pelayanan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan,
pengakuan, dan angka kredit dosen yang berasal dari
Wahana Pendidikan Kebidanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 15

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 ayat (1) dapat bcrasal dari pegawai negeri sipil atau
nonpegar,vai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-und angan.
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Pasal 16

(1) Mahasiswa Kebidanan pada akhir masa pendidikan
vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti Uji
Kompetensi yang bersifat nasional.

(21 Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan syarat kelulusan pendidikan vokasi atau
pendidikan profesi.

Pasal 17

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja
sama dengan Organisasi Profesi Bidan, lembaga
pelatihan tenaga kesehatan, atau lembaga sertifikasi
profesi tenaga kesehatan yang terakreditasi.

(21 Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk mencapai standar kompetensi
Bidan.

Pasal 18

(1) Standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) disusun oleh Organisasi
Profesi Bidan dan Konsil berkoordinasi dengan Konsil
Tenaga Kesehatan Indonesia.

(21 Standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian dari standar profesi
Bidan yang disahkan oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Mahasiswa pendidikan vokasi Kebidanan yang lulus
Uji Kompetensi memperoleh Sertilikat Kompetensi
yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

(2) Mahasiswa pendidikan profesi Kebidanan yang lulus
Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat profesi yang
diterbitkan oleh perguruan tinggi.
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Pasal 20

Tata cara Uji Kompetensi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK

Bagian Kesatu

Registrasi

Pasal 21

(1) Setiap Bidan yang akan menjalankan Praktik
Kebidanan wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Konsil kepada Bidan yang memenuhi
persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. memiliki rjazah dari perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan Kebidanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat
Profesi;

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah/janji profesi; dan

e. membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi
dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
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Pasal 22

(1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memiliki STR lama;

b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat
Profesi;

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. membuat pernyataan tertulis mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi;

e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi
atau vokasi; dan

f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan,
pendidikan, pelatihan, danlatau kegiatan ilmiah
lainnya.

Pasal 23

Konsil harus menerbitkan STR paling lama 3O (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak pengajuan STR diterima.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan
Registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l
sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Konsil.

Bagian Kedua

Izin Praktik

Pasal 25

(1) Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan
wajib memiliki izin praktik.

(2) rzin. .
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(21 lzin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk SIPB.

(3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas
rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di
kabupaten/kota tempat Bidan menjalankan
praktiknya.

(41 Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus menerbitkan SIPB
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan
SIPB diterima.

(5) Untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bidan harus memiliki:

a. STR yang masih berlaku; dan

b. tempat praktik.

(6) SIPB berlaku apabila:

a. STR masih berlaku; dan

b. Bidan berpraktik di tempat sebagaimana
tercantum dalam SIPB.

(1)

(21

Pasal 26

Bidan paling banyak mendapatkan 2 (dua) SIPB.

SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk:

a. 1 (satu) di Tempat Praktik Mandiri Bidan dan 1

(satu) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain dr
Tempat Praktik Mandiri Bidan; atau

b. 2 (dua) Praktik Kebidanan di Fasilitas pelayanan
Kesehatan selain di Tempat Praktik Mandiri
Bidan.
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Pasal 27

SIPB tidak berlaku apabila:

a. Bidan meninggal dunia;

b. habis masa berlakunya;

c. dicabut berdasarkan ketentuan
perundang-undangan ; atau

d. atas permintaan sendiri.

peraturan

Pasal 28

(1) Setiap Bidan harus menjalankan Praktik Kebidanan
di tempat praktik yang sesuai dengan SIPB.

(21 Bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan di
tempat praktik yang tidak sesuai dengan SIPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan; atau

c. pencabutan tzin.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik Bidan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan
Pasal 28 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus
mendayagunakan Bidan yang memiliki STR dan SIPB.

(21 Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
mendayagunakan Bidan yang tidak memiliki STR dan
SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa:

a.teguran...
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a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan; atau

c. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

BIDAN WARGA NEGARA INDONESIA

LULUSAN LUAR NEGERI

Pasal 31

(1) Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
yang akan menjalankan Praktik Kebidanan di
Indonesia wajib memiliki STR dan SIPB.

(2) STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperoleh setelah Bidan warga negara Indonesia
lulusan luar negeri mengikuti evaluasi kompetensi.

Pasal 32

(1) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan melakukan praktik
Kebidanan.

(21 Penilaian kelengkapan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penilaian keabsahan dan penyetaraan ijazah oleh
menteri yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

b. surat keterangan sehat fisik dan rnental; dan
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c. surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi.

(3) Penilaian kemampuan melakukan Praktik Kebidanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
drlakukan melalui Uji Kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
yang telah memenuhi penilaian kelengkapan
administratif dan lulus penilaian kemampuan
melakukan Praktik Kebidanan memperoleh surat
keterangan lulus evaluasi kompetensi.

(5) Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
yang telah memperoleh surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat
rnemperoleh STR.

(6) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan
oleh Konsil setelah memenuhi persyaratan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (41diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

(1) Ketentuan mengenai tata cara Registrasi, masa
berlaku STR, dan Registrasi ulang STR bagi Bidan
warga negara Indonesia lulusan luar negeri berlaku
secara mutatis mutandis sesuai Pasal 2I sampai
dengan Pasal 23.

(21 Ketentuan mengenai izin Praktik Kebidanan bagi
Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
berlaku secara mutatis mutandis sesuai Pasal 25
sampai dengan Pasal 30.
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BAB V

BIDAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 34

(1) Bidan Warga Negara Asing dapat menjalankan
Praktik Kebidanan di Indonesia berdasarkan
permintaan pengguna Bidan Warga Negara Asing.

(21 Penggunaan Bidan Warga Negara Asing harus
mendapatkan rzin Pemerintah Pusat dengan
mempertimbangkan ketersediaan Bidan yang ada di
Indonesia.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(4) Bidan Warga Negara Asing yang menyelenggarakan
Praktik Kebidanan di Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk alih
teknologi dan/atau ilmu pengetahuan.

Pasal 35

(1) Bidan Warga Negara Asing yang akan menjalankan
Praktik Kebidanan di Indonesia wajib memiliki STR
sementara dan SIPB.

(21 STR sementara dan SIPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diperoleh setelah Bidan Warga Negara
Asing mengikuti evaluasi kompetensi.

Pasal 36

(1) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) dilakukan melalui:

a. penilaian kelengkapan administratif; dan

b. penilaian kemampuan melakukan praktik
Kebidanan.

(2) Penilaian. . .
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(2) Penilaian kelengkapan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penilaian keabsahan dan kesetaraan ijazah oleh
menteri yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

c. surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi.

(3) Penilaian kemampuan melakukan Praktik Kebidanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan melalui Uji Kompetensi.

(4) Bidan Warga Negara Asing yang telah memenuhi
penilaian kelengkapan administratif dan lulus
penilaian kemampuan melakukan Praktik Kebidanan
memperoleh surat keterangan lulus evaluasi
kompetensi.

(5) Selain mengikuti evaluasi kompetensi, Bidan Warga
Negara Asing harus memenuhi persyaratan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

(1) Bidan yang telah memperoleh surat keterangan lulus
evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (4) dapat mengajukan permohonan STR
sementara.

(2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Konsil setelah memenuhi persyaratan.

(3) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (21

merupakan persyaratan untuk memperoleh SIPB.

SK No 004095 A
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Pasal 38

(1) STR sementara bagi Bidan Warga Negara Asing
berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

(21 SIPB bagi Bidan Warga Negara Asing berlaku paling
lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya
untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 39

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi
STR sementara dan Registrasi ulang STR sementara
bagi Bidan Warga Negara Asing diatur dalam
Peraturan Konsil.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPB bagi Bidan
Warga Negara Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat
rnendayagunakan Bidan Warga Negara Asing yang
telah memiliki:

a. STR sementara;

b. SIPB; dan

c. tzin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(21 Penvelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
mendayagunakan Bidan Warga Negara Asing yang
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dikenai sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan; atau

c. pencabutan izin.

SK No 004096A
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (21diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

PRAKTIK KEBIDANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4 1

(1) Praktik Kebidanan dilakukan di:

a. Tempat Praktik Mandiri Bidan; dan

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

(2) Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan
kewenangan serta mematuhi kode etik, standar
profesi, standar pelayanan profesi, dan standar
prosedur operasional.

Pasal 42

(1) Pengaturan, penetapan dan pembinaan Praktik
Kebidanan dilaksanakan oleh Konsil.

(21 Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 43

(1) Bidan lulusan pendidikan diploma tiga hanya dapat
melakukan Praktik Kebidanan di Fasilitas pelayanan

Kesehatan.

SK No 004097 A
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(21 Bidan lulusau pendidikan profesi dapat melakukan
Praktik Kebidanan di Tempat Praktik Mandiri Bidan
dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

(3) Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan hanya pada 1 (satu) Tempat
Praktik Mandiri Bidan.

Pasal 44

(1) Bidan lulusan pendidikan profesi yang menjalankan
Praktik Kcbidanan di Tempat Praktik Mandiri Bidan
wajib memasang papan nama praktik.

(21 Ketcntuan mengenai papan nama praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Bidan yang tidak memasang papan nama praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. tcguran lisan;

b. perir.rgatan tertulis;

c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.

(4\ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

(1) Bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan di
Tempat Praktik Mandiri Bidan wajib melengkapi
sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bidan...SK No 004148 A
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(21 Bidan yang tidak melengkapi sarana dan prasarana
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

T\rgas dan Wewenang

Pasal 46

(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan
bertugas memberikan pelayanan yang meliputi:

a. pelayanan kesehatan ibu;

b. pelayanan kesehatan anak;

c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan
keluarga berencana;

d. pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan
wewenang; dan/atau

e. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan
tertentu.

(21 Tugas Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapar dilaksanakan secara bersama atau sendiri.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan
akuntabel.

SK No 004099 A Pasal 47 .
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Pasal 47

(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan
dapat berperan sebagai:

a. pemberi Pelayanan Kebidanan;

b. pengelola Pelayanan Kebidanan;

c. penyuluh dan konselor;

d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik;

e. penggerak peran serta masyarakat dan
pemberdayaan perempuan; dan/atau

f. peneliti.

(21 Peran Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 48

Bidan dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47,
harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Ibu

Pasal 49

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan
kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat
(1) huruf a, Bidan berwenang:

a. memberikan Asuhan Kebidanan pada masa sebelum
hamil;

SK No 004149 A
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b. memberikan Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan
normal;

c. memberikan Asuhan Kebidanan pada masa persalinan
dan menolong persalinan normal;

d. memberikan Asuhan Kebidanan pada masa nifas;

e. melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan
ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan; dan

f. melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi
pada masa kehamilan, masa persalinan,
pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan
pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 50

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan
kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf b, Bidan berwenang:

a. memberikan Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir,
bayi, balita, dan anak prasekolah;

b. memberikan imunisasi sesuai program Pemerintah
Pusat;

c. melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi,
balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus
penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan;
dan

d. memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan
pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan.

SK No 004150 A
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Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan
Keluarga Berencana

Pasal 51

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan
kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c,
Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi,
edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan
kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu,
pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan
reproduksi perempuan dan keluarga berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan
Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pelimpahan Wewenang

Pasal 53

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. pelimpahan secara mandat; dan
b. pelimpahan secara delegatif.

Pasal 54

(1) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan oleh
dokter kepada Bidan sesuai kompetensinya.

(2) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara
tertulis.

(3) Pelimpahan...SK No 004102 A
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(3) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan tanggung jawab
berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

(4) Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Pasal 55

(1) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b diberikan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada
Bidan.

(2) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
rangka:

a. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan
tertentu; atau

b. program pemerintah.

(3) Pelirnpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan disertai pelimpahan
tanggung jawab.

Pasal 56

(1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) huruf e merupakan penugasan pemerintah yang
dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga
medis dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu
wilayah tempat Bidan bertugas.

(2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga
kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

SK No 004103 A (3) Pelaksanaan .
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(3) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Bidan yang telah mengikuti
pelatihan dengan memperhatikan Kompetensi Bidan.

(41 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.

(5) Dalam rrrenyelenggarakan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dapat melibatkan Organisasi
Profesi Bidan dan/atau organisasi profesi terkait yang
diselenggarakan oleh lembaga yang telah
terakreditasi.

Pasal 57

(1) Program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (21 huruf b merupakan penugasan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan program pemerintah.

(2) Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan .

(3) Pelaksanaan program pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidan yang
telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan
Kompetensi Bidan.

(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.

(5) Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dapat melibatkan Organisasi
Profesi Bidan dan/atau organisasi profesi terkait yang
diselenggarakan oleh lembaga yang telah
terakreditasi.

SK No 004151 A
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Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan
Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Keadaan Gawat Darurat

Pasal 59

(1) Dalam keadaan gawat darurat untuk pemberian
pertolongan pertama, Bidan dapat melakukan
pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai
dengan kompetensinya.

(21 Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa
Klien.

(3) Keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa
Klien.

(41 Keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bidan sesuai dengan hasil
evaluasi berdasarkan keilmuannya.

(5) Penanganan keadaan gawat darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat l4l
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Bidan

SK No 004105 A
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Pasal 60

Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak:

memperoleh pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi,
kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar
profesi, standar pelayanan profesi, dan standar
prosedur operasional;

memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan
lengkap dari Klien dan/atau keluarganya;

menolak keinginan Klien atau pihak lain yang
bertentangan dengan kode etik, standar profesi,
standar pelayanan, standar prosedur operasional,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan
yang telah diberikan;

memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar;
dan

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
profesi.

Pasal 61

Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan
berkewajiban:

a. memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan
kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik,
standar profesi, standar pelayanan profesi, standar
prosedur operasional;

b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap
mengenai tindakan Kebidanan kepada Klien
dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya;

c. memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya
atas tindakan yang akan diberikan;

b

c

d

e

f

SK No 004106 A
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d. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter
atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

e. mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai
dengan standar;

f. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;

g. menghormati hak Klien;

h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari
dokter sesuai dengan Kompetensi Bidan;

i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

j. meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;

k. mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan
dan/atau keterampilannya melalui pendidikan
dan/atau pelatihan; dan/ atau

1. melakukan pertolongan gawat darurat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 62

Dalam Praktik Kebidanan, Klien berhak:

a. memperoleh Pelayanan Kebidanan sesuai dengan
kompetensi, kode etik, standar profesi, standar
pelayanan, dan standar operasional prosedur;

b. memperoleh inforrnasi secara benar dan jelas
mengenai kesehatan Klien, termasuk resume isi
rekam medis jika diperlukan;

c. meminta pendapat Bidan lain;

d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan
Kebidanan yang akan dilakukan; dan

e. memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan Klien.
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Pasal 63

(1) Pengungkapan rahasia kesehatan Klien hanya
dilakukan atas dasar:

a. kepentingan kesehatan Klien;

b. permintaan aparatur penegak hukum dalam
rangka penegakan hukum;

c. persetujuan Klien sendiri; dan/atau

d. ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

(2) Pengungkapan rahasia kesehatan Klien sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tindakan yang
dilakukan oleh Bidan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengungkapan
rahasia kesehatan Klien diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 64

Dalam Praktik Kebidanan, Klien berkewajiban:

a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Bidan;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan; dan

d. memberi imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan
yang diterima.

BAB VIII

ORGANISASI PROFESI BIDAN

Pasal 65

(1) Bidan berhimpun dalam satu wadah Organisasi
Profesi Bidan.

SK No 004108 A
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(21 Organisasi Profesi Bidan berfungsi untuk
meningkatkan dan/atau mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika
profesi Kebidanan.

Pasal 66

Organisasi Profesi Bidan bertujuan untuk
mempersatukan, membina, dan memberdayakan Bidan
dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan.

Pasal 67

(1) Untuk mengembangkan cabang ilmu dan standar
pendidikan Kebidanan, Organisasi Profesi Bidan
dapat membentuk kolegium Kebidanan.

(21 Kolegium Kebidanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan badan otonom di dalam
Organisasi Profesi Bidan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium Kebidanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur oleh
Organisasi Profesi Bidan.

BAB IX

PENDAYAGUNAAN BIDAN

Pasal 68

(1) Dalam rangka pemerataan dan pemenuhan
kebutuhan Pelayanan Kebidanan, Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
melakukan pendayagunaan Bidan sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.

(21 Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan aspek pemerataan,
pemanfaatan, dan pengembangan.

SK No 004109 A
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(3) Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat(2) terdiri atas pendayagunaan Bidan
di dalam dan luar negeri.

(41 Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan melalui
penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan dan pengawasan Bidan dengan
melibatkan Konsil dan Organisasi Profesi Bidan
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pernbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk:

a. meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
b. melindungi masyarakat dari tindakan Bidan yang

tidak sesuai standar; dan

c. memberikan kepastian hukum bagi Bidan dan
masyarakat.

Pasal 70

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peratura n perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang
yang sedang mengikuti pendidikan Kebidanan diploma
empat dapat berpraktik sebagai Bidan lulusan diploma
empat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah lulus
pendidikan kecuali praktik mandiri Bidan.

Pasal72...SK No 004115 A
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Pasal 72

Bidan lulusan pendidikan diploma empat sebelum
Undang-Undang ini mulai berlaku dapat berpraktik di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecuali praktik mandiri
Bidan.

Pasal 73

STR dan SIPB yang telah dimiliki oleh Bidan sebelum
Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap
berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPB berakhir.

Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penerbitan
STR yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan
prosedur sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 75

Bidan lulusan pendidikan Kebidanan di bawah diploma
tiga Kebidanan yang telah melakukan Praktik Kebidanan
sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih tetap
dapat melakukan Praktik Kebidanan untuk jangka waktu
paling lama Bulan Oktober Tahun 2O2O.

Pasal 76

(I) Bidan lulusan pendidikan diploma tiga dan Bidan
lulusan pendidikan diploma empat yang telah
melaksanakan Praktik Kebidanan secara mandiri di
Tempat Praktik Mandiri Bidan sebelum Undang-
Undang ini diundangkan, dapat melaksanakan
Praktik Kebidanan secara mandiri di Tempat praktik
Mandiri Bi,lan untuk jangka waktu paling lama T
(tujuh) tahun setelah Undang-Undang ini
diundangkan.

SK No 00411I A
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(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidan lulusan pendidikan diploma tiga yang
melaksanakan praktik mandiri Bidan dapat
mengikuti penyetaraan Bidan lulusan pendidikan
profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau.

(3) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perllndang-undangan.

Pasal 77

Pelaksanaan Registrasi ulang untuk Bidan yang lulus
pendidikan sebelum Tahun 2Ol3 melampirkan ljazah
sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat
Profesi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 79

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Kebidanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan berdasarkan Undang-Undang ini.

Undang-Undang
diundangkan.

Pasal 80

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2019

PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal l5 Maret 2Ol9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20I9 NOMOR 56

Salinan sesuai clengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pcmbangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Bidang I{ukum dan
-undangan,
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2OI9

TENTANG

KEBIDANAN

I. UMUM

Pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang
dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan tujuan nasional bangsa
Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesej ahteraan rlmllm, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya
pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian
pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk
pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya
ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat sehingga dapat teru,ujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilakukan
berbagai upaya kesehatan, salah satunya dalam bentuk pelayanan
kesehatan. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta
memulihkan kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat. Pelayanan
Kebidanan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan
ditujukan khusus kepada perempuan, bayi baru lahir, bayi, balita, dan
anak prasekolah termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga
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berencana. Pelayanan Kebidanan harus diberikan secara bertanggung
jawab, akuntabel, bermutu, dan aman.

Profesi Bidan di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai macam
kendala seperti persebaran Bidan yang belum merata dan menjangkau
seluruh wilayah terpencil di Indonesia, serta pendidikan Kebidanan yang

sampai saat ini sebagian besar masih pada jenis pendidikan vokasi yang
menyebabkan pengembangan profesi Bidan berjalan sangat lambat. Dalam
hal praktik Kebidanan, masih terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan
dan kompetensi yang dimiliki oleh Bidan. Selain itu, Bidan sebagai pemberi
Pelayanan Kebidanan perlu dipersiapkan kemampuannya untuk mengatasi
perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat.

Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai
pemberi Pelayanan Kebidanan, pengelola Pelayanan Kebidanan, penyuluh
dan konselor bagi K1ien, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik,
penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta
peneliti. Pelayanan Kebidanan yang diberikan oleh Bidan didasarkan pada
pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu Kebidanan yang
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien.

Ketentuan mengenai profesi Bidan masih tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan
hukum dari profesi Bidan maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan
belum adanya kepastian hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik
profesinya, sehingga belum memberikan pemerataan pelayanan,
pelindungan, dan kepastian hukum bagi Bidan sebagai pemberi Pelayanan
Kebidanan dan masyarakat sebagai penerima Pelayanan Kebidanan.
Pengaturan Kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu Bidan, mutu
pendidikan dan Pelayanan Kebidanan, memberikan pelindungan dan
kepastian hukum kepada Bidan dan Klien, serta meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.

Undang-Undang ini mcngatur mengenai pendidikan Kebidanan,
Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar
negeri, Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban,
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Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan
pengawasan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan" adalah bahwa
penyelenggaraan Kebidanan harus dilandasi atas
perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha
Esa yang mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak
asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status
sosial, dan ras.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "nilai ilmiah" adalah bahwa
penyelenggaraan Kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada
ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui
penelitian, pendidikan, maupun pengalaman praktik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "etika dan profesionalitas" adalah
bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan
meningkatkan profesionalitas Bidan dalam menjalankan Praktik
Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa
penyelenggaraan Kebidanan harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka
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dan meningkatkan derajat kesehatan

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa
penyelenggaraan Kebidanan harus mampu memberikan
pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan
masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa Bidan
dalam menjalankan Asuhan Kebidanan harus memberikan
pelindungan bagi Bidan dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan Klien" adalah bahwa
Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus
mengutamakan keselamatan Klien.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas
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Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
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Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kecukupan" adalah memenuhi
jumlah satuan angka kredit profesi.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
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Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 3 1

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna" adalah penyelenggara
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan
Warga Negara Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas
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Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan

lainnya" antara lain klinik, puskesmas, dan rumah sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengaturan" adalah pengaturan di
bidang teknis keprofesian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Konsil" adalah Konsil Kebidanan.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan" antara
lain Tempat Praktik Mandiri Bidan yang diselenggarakan oleh
Bidan lulusan pendidikan profesi, klinik, puskesmas, dan rumah
sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

PasaI 47

Cukup jelas

Pasal 48

Kompetensi dan kewenangan Bidan diperoleh berdasarkan pendidikan
kebidanan lulusan program diploma tiga dan pendidikan kebidanan
lulusan program profesi yang ditempuh.

Pasal 49

Huruf a

"Asuhan Kebidanan pada masa sebelum hamil" antara lain
memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan pada
perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam
rangka perencanaan kehamilan, perencanaan persalinan, dan
persiapan menjadi orang tua.

Huruf b

"Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal" antara lain
memberikan asuhan pada masa kehamilan untuk
mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin, mempromosikan air
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susu ibu eksklusif, dan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi
pada masa kehamilan.

Yang dimaksud dengan "masa kehamilan normal" adalah
kehamilan tanpa komplikasi dan/atau penyakit penyerta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pertolongan pertama" adalah
pertolongan awal kegawatdaruratan untuk resusitasi dan/atau
stabilisasi sebelum dilakukan rujukan misalnya penanganan
perdarahan postpartum dengan atonia uteri, dilakukan
pertolongan kegawatdaruratan untuk stabilisasi ibu sebelum
melakukan rujukan (seperti: pasang infus, pemberian
uterotonika, oksigen).

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asuhan pascakeguguran" adalah Asuhan
Kebidanan untuk melakukan penatalaksanaan terhadap
perempuan yang mengalami keguguran, baik keguguran spontan
ataupun keguguran diinduksi. Contohnya: memberikan konseling
pra dan pasca tindakan medis, memberikan layanan kontrasepsi
pascakeguguran.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas
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Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2\

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "disertai pelimpahan tanggung jawab"
dalam ketentuan ini adalah tanggung jawab dalam pelayanan

Kebidanan diberikan kepada Bidan sebagai penerima pelimpahan
wewenang.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.
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Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "imbalan jasa" dalam ketentuan ini
misalnya pembayaran dalam bentuk natura dan innatura.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas
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Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penugasan khusus" adalah
pendayagunaan secara khusus Bidan dalam kurun waktu
tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah yang
membutuhkan pelayanan kesehatan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.
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Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "resume isi rekam medis" adalah
ringkasan informasi yang berisi catatan Asuhan Kebidanan dan
Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan oleh Bidan kepada
Klien.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Organisasi Profesi Bidan" adalah Ikatan
Bidan Indonesia (lBI).

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.
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Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6325
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SALINAN

Menimbang

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2l
ayal (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (5), dan

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2OO9 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat (4) Undang-

Undarrg Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah

Sakit, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 16, Pasal 17

ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayal (4), Pasal 28

ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33,

Pasal 56, dan Pasal 81 ayat (21 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga Kesehatan,
,lan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2Ol4
tentang Keperawatan, perlu menetapkan Peraturan
Pemerirrtah tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomclr L44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Unclar,g Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indorresia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Il:publik Indonesia Nomor
so72);
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang

Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5571);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ul4 Nomor 298, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

56O7j;

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2Ol4 tentang
I

Keperawatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3O7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

56t2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH

PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN

TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dirnaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

mei::iliki pengetahuan dan/atau i<eterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memcrlukalt ke'*,enangan untuk melakukan
upaya kesehatan.
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2. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, yang

selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara

asing yang memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan
yang diakui oleh pemerintah pusat.

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dan/atau masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum
Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.

Pasal 3

(1) Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi upaya:
a. perencanaan;

b. pengadaan;

c. pendayagunaan; dan

d. pei.nbinaan dan pengawasan,
Tenaga Kesehatan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud
ayat (1) harus sistematis.

pada
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BAB II

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

(1) Perencanaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan
sebagai upaya sistematis untuk dasar pelaksanaan
kegiatan pengadaan, pendayagunaan, serta
pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam upaya
pemenuhan, pemerataan, dan penyesuaian kapasitas
produksi Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
menyusun dan menetapkan perencanaan Tenaga

Kesehatan.
(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tenaga

Kesehatan yang melaksanakan pekerjaan keprofesian
sesuai dengan kompctensi dan kewenangannya, baik
yang bekerja untuk pemerintah pusat, pemerintah
daerah, maupun masyarakat.

(3) Perencanaan Tenaga Kcsehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kerja sama
dan sinergisme antarpemangku kepentingan.

Pasal 6

(1) Penyusunan dan penetapan perencanaan
Kesehatan yang bekerja sesuai
keprofesiannya harus memperhatikan:

Tenaga

dengan
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a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan

distribusi Tenaga Kesehatan;

b. penyelenggaraan upaya kesehatan;

c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. kemampuan pembiavaan;

e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
f. kebutuhanmasyarakat.

(2) Seiain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam menyusun dan

merencanakan Tenaga Kesehatan, pemerintah pusat

dan pemerintah daerah harus memperhatikan Tehaga

Kesehatan yang bekerja tidak sesual dengan

keprofesiannya.

Pasal 7

(1) Perencanaan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui
proses sebagai berikut:
a. identifikasi kebutuhan jenis dan kualifikasi

Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan lnasyarakat
dengan memperhatikan kondisi geografis dan

sosial budaya;

b. melakukan analisis beban kerja untuk
menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis
Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenaga

Kesehatan berdasarkan beban kerja pelayanan

kesehatan setiap jenis Tenaga Kesehatan;
d. mengidentifikasi ketersediaan jenis, jumlah, dan

kompetensi Tenaga kesehatan yang dimiliki oleh

Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
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e. membuat proyeksi ketersediaan Tenaga Kesehatan

yang ada dengan memperkirakan yang akan
memasuki usia pensiun;

f. membandingkan antara kebutuhan Tenaga

Kesehatan dengan persediaan Tenaga Kesehatan

yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan

sesuai dengan standar, untuk mengetahui
kelebihan dan kekurangan setiap jenis Tenaga

Kesehatan pada setiap Fasilitas Pelayanan

Kesehatan; dan
g. membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang
dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah pusat secara

nasional.
(3) Hasil perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan direkapitulasi dan diverifikasi
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk
ditetapkan oleh bupati/walikota sebagai perencanaan

kebutuhan Tenaga Kesehatan tingkat
kabupaten/kota.

(4) Perencanaan perrrerintah daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkapitulasi
oleh pemerintah daerah provinsi untuk ditetapkan
oleh gubernnr sebagai perencanaan Tenaga

Kesehatan tingkat provinsi.
(5) Perencanaan pemerintah daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direkapitulasi
oleh Menteri untuk ditetapkan sebagai perencanaan

Tenaga Kesehatan tingkat nasional.
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Pasal 8

(1) Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan oleh

pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk manual
dan elektronik.

(2) Dalam rangka men5rusun perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib
melakukan pemutakhiran data dan informasi Tenaga

Kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

(1) Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan
untuk jangka waktu:
a. 1 (satu) tahun;
b. 5 (lima) tahun; dan

c. 25 (dua puluh lima) tahun.
(2) Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan dengan mengacu pada perencanaan

Tenaga Kesehatan 5 (lima) tahun dan 25 (dua puluh
lima) tahun.

(3) Penyusunan perencanaan Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b

dilakukan dengan mengacu pada perencanaan

Tenaga Kesehatan 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 10

Ketentuan mengenai metode dan tata cara perencanaan

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PENGADAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 1 1

(1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga

Kesehatan.
(21 Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui

pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(3) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh

pemerintah pusat dan/atau masyarakat.
(2) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
perguruan tinggi dan program studi.

(3) Perguruan tinggi dan program studi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(41 lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan
setelah dilakukan penilaian oleh tim yang melibatkan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
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Pasal 13

(1) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi
bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi
berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam penyusunan standar nasional
pendidikan tinggi bidang kesehatan dan

implementasinya.
(3) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, menteri yang

menyelenggarakan urusan peme.rintahan di bidang
pendidikan tinggi dan Menteri dapat melibatkan
konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, organisasi
prote sr, dan asosiasi institusi pendidikan bidang
kesehatan.

Pasal 14

(1) Untuk menjamin mutu pendidikan tinggi bidang
kesehatan. Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi melakukan pembinaan terhadap
pergLrruan tinggi dan program studi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. pembinaan akademis; dan
b. pembinaan teknis.

(3) Pembinaan akademis sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)rhuruf b dilaksanakan oleh Menteri.

(5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf b paling sedikit memuat:
a. kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi

bidang kesehatan dengan kebutuhan pelayanan
kesehatan;

b. penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi
bidang kesehatan;

c. kesesuaian dengan standar nasional pendidikan
Tenaga Kesehatan; dan

d. pengakuan internasional terhadap lulusan
pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(6) Dalam rangka pembinaan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri dapat
memberikan rekomendasi untuk melakukan
penutupan program studi kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan
ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan tinggi menetapkan kuota nasional
berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
kuota nasional penerimaan mahasiswa pendidikan
tinggi bidang kesehatan diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah
berkoordinasi dengan. Menteri.
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Pasal 16

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang telah menyelesaikan
pendidikan harus mengucapkan sumpah/janji profesi

Tenaga Kesehatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah ljanji profesi

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada. ayat (1) terdiri atas pendayagunaan di
dalam negeri dan lua. negcri.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
a. pemerataan;
b. pemanfaatan; dan
c. perr$embangan.

(4) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pendayagunaan Tenaga

Kesehatan juga harus mempertimbangkan:
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a. jenis pelayanan kesehatan yang clibutuhkan
masyarakat;

b. jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
c. jumlah Tenaga Kesehatan sesuai dengan beban

kerja pelayanan kesehatan yang ada.

Pasal 18

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri

oleh pemerintah pusat dilakukan melalui:
a. penempatan Tenaga Kesehatan dengan status

pegawai negeri sipil dan penempatan Tenaga

Kesehatan dengan status prajurit Tentara
Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

b. penempatan Tenaga Kesehatan dengan status
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

c. penugasan khusus Tenaga Kesehatan;

d. wajib kerja Tenaga Kesehatan;

e. ikatan dinas Tenaga Kesehatan; atau
f. pemindahtugasan Tenaga Kesehatan.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri

oleh pemerintah daerah dilakukan melalui:
a. penempatan Tenaga Kesehatan dengan status

pegawai negeri sipil;
b. penempatan Tenaga Kesehatan dengan status

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
c. penugasan khusus Tenaga Kesehatan;

d. ikatan dinas Tenaga Kesehatan; atau
e. pemindahtugasan Tenaga Kesehatan.

(3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan melalui proses seleksi.
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(4) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan oleh masyarakat
dilakukan melalui pemanfaatan Tenaga Kesehatan
dengan memperhatikan kompetensi, penggajian,

uraian pekerjaan, jam kerja, pola karier, dan
pengembangan kemampuan sesuai dengan ketentuan
pera.turan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penempatan Tenaga Kesetratan dengan Status
Pegawai Negeri Sipil dan Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Status

Prajurit Tentara Nasionai Indonesia/Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Pasal 19

(1) Perrempatan Tenaga Kesehatan dengan status
pegawai negeri sipil dan penempatan Tenaga

Kesehatan dengan status prajurit Tentara Nasional
Indonesialanggcta,Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan jumlah, jenis, dan
korir peten si yan g dibutuhkan dari rrre mpertimbangkan
kebutuhan pelayanan kesehatan pada:

a. daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah
sangat terpencil, kawasan perbatasan,

kepulauan, daerah tidak diminati, daerah
bermasalah kesehatan; dan

b. tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
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(3) Tenaga Kesehatan dengan status pegawai negeri sipil
ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

(4) Tenaga Kesehatan dengan status prajurit Tentara
Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia ditempatkan pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan milik Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam keadaan tertentu, Tenaga Kesehatan dengan
status prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(6) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan dan kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja

Pasal 20

(1) Penempatan Tenaga Kesehatan dengan status
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf
b dan Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah pusat
atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

(2) Penempatan Tenaga Kesehatan dengan status
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Keempat
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 21

(1) Penugasan khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c oleh
pemerintah pusat dan penugasan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (21

hunrf c oleh pemerintah daerah merupakan
pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan
dalam kurun waktu tercentu guna meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, daerah
terpencil, daerah sangat terpencil, kawasan
perbatasan, kepulalran, daerah tidak mampu, daerah
tidak diminati, daerah bermasalah kesehatan, atau
rumah sakit di kabupatenlkota yang memerlukan
pelayanan medik spesialistik serta memenuhi
kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh Tenaga

Kesehatan.
(2) Penugasan khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua)

model, yaitu:
a. berbasis tim pada pusat kesehatan masyarakat

atau jejaringnya; atau
b. individual pada pusat kesehatan masyarakat atau

je.laringnya dan rumah sakit.

Pasal 22

(1) Dalam rangka penugasan khusus Tenaga Kesehatan,
pemerintah daerah wajib menyediakan sarana
prasarana sesuai dengan pelayanan kesehatan yang
diperlukan dan fasilitas lainnya sesuai dengan
kemampuan daerah masing-masing,
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(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan
tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan daerah

masing-masing.

Pasal 23

(1) Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui
penugasan khusus berhak atas:

a. gaji;

b. insentif; dan/atau
c. jasa pelayanan.

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a hanya berlaku untuk pegawai aparatur sipil
negara.

Pasal 24

Jangka waktu penugasan khusus Tenaga Kesehatan

ditentukan berdasarkan :

a. model penugasan khusus;
b. jenis Tenaga Kesehatan; dan

c. jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 25

Penugasan khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2l sampai dengan Pasal 24

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Kelima

Wajib Kerja Tenaga Kesehatan

Pasal 26

(1) Dalam keadaan tertentu, pemerintah pusat dapat
memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga

Kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan
kompetensi untuk meiaksanakan tugas sebagai

Tenaga Kesehatan di daerah khusus di wilayah
negara Republik Indonesia.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan keadaan pada saat terjadi
kebutuhan pelayanan kesehatan bagi. masyarakat.

Pasal 27

(1) Dalam rangka wajib kerja Tenaga Kesehatan, Menteri
menetapkan:
a. kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan

perencanaan nasional;
b. lokasi penempatan wajib kcrja Tenaga Kesehatan;

dan

c. jenis Tenaga Kesehatan yang akan mengikuti
wajib kerja Tenaga Kesehatan.

(2) Penetapan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan:
a. usulan daerah;
b. kriteria daerah;
c. kebutuhan pelayanan; darr

d. jumlah Tenaga Kesehatan yang telah ada di
daerah tujuan.
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(3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi Tenaga Kesehatan dengan
latar belakang pendidikan bidang kesehatan:

a. vokasi; dan/atau
b. profesi.

Pasal 28

(1) Menteri menempatkan Tenaga Kesehatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai

lokasi penempatan wajib kerja Tenaga Kesehatan.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan milik
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

(3) Dalam hal di suatu lokasi masih terdapat kebutuhan
setelah dilakukannya penempatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menempatkan
kembali Tenaga Kesehatan di daerah tersebut.

Pasal 29

Penempatan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia
lulusan luar negeri dilakukan sesuai dengan kebutuhan
setelah melaksanakan evaluasi kompetensi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3O

Masa penempatan dalam rangka wajib kerja Tenaga

Kesehatan diperhitungkan sebagai masa kerja.
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Pasal 31

(1) Dalam rangka pelaksanaan program wajib kerja
Tenaga Kesehatan, pemerintah pusat atau
pemerintah daerah memberikan tunjangan kepada
Tenaga Kesehatan yang ditugaskan.

(2) Tenaga Kesehatan yang mengikuti wajib kerja berhak
atas penghasilan yang layak.

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), pemerintah daerah penerima Tenaga
Kesehatan yang ditugaskan melalui wajib kerja
Tenaga Kesehatan wajib:

a. menerbitkan surat izin praktik;
b. menyediakan fasiiitas tempat tinggal atau rumah

dinas; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung
pekerjaan keprofesian Tenaga Kesehatan yang
bersangkutan.

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan wa3ib kerja Tenaga
Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib kerja Tenaga
Kesehatan diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam
Ikatan Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 34

(1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga

Kesehatan untr:k memenuhi kepentingan
pembangunan kesehatan.
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(2) Pola ikatan dinas yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada pola ikatan dinas yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat.

(3) Pola ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan
pertimbangan prestasi akademik, nonakademik, dan
pertimbangan keterwakilan wilayah.

Pasal 35

(1) Ikatan dinas diberikan kepada mahasiswa yang

mengikuti pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagai

calon Tenaga Kesehatan di institusi pendidikan milik
pemerintah pusat dengan akreditasi paling rendah B.

(2) Mahasiswa penerima ikatan dinas harus memenuhi
persyaratan akademik dan nonakademik.

(3) Jenis pendidikan tinggi bidang kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi.

Pasal 36

Sebelum memulai pendidikan ikatan dinas, calon Tenaga

Kesehatan penerima ikatan dinas wajib:
a. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya

untuk ditempatkan di wilayah negara Republik
Indonesia; dan

b. menandatangani perjanjian ikatan dinas.
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Pasal 37

(1) Mahasiswa penerima ikatan dinas memperoleh
bantuan biaya pendidikan.

(2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. uang kuliah;
b. uang buku;
c. sarana belajar;
d. uang penelitian;
e. biaya hidup; dan
f. asuransi kesehatan.

Pasal 38

(1) Mahasiswa penerima ikatan dinas dapat
diberhentikan dari program ikatan dinas apabila:

a. tidak mencapai nilai akademik sesuai standar
minimal yang ditetapkan;

b. melakukan tindak pidana; atau
c. melakukan tindak asusila.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib membayar ganti rugi terhadap semua bantuan
biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Merrteri.

Pasal 39

Mahasiswa penerima ikatan dinas yang telah lulus
pendidikan ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai ikatan dinas Tenaga

Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
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Bagian Ketujuh
Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan

Pasal 41

(1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat
melakukan pemindahtugasan Tenaga Kesehatan yang

diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah
daerah dalam rarrgka pemenuhan kebutuhan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau promosi

sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
(2) Pemindahtugasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terutama ditujukan bagi pemenuhan
kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal,
kawasan perbatasan, kepulauan, dan daerah

bermasalah kesehatan.

Pasal 42

(1) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan dilakukan dari
wilayah yang memiliki kelebihan Tenaga Kesehatan ke

wilayah yang kekurangan Tenaga Kesehatan.
(2) Pemindahtugasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan pemenuhan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki oleh Tenaga Kesehatan yang

dipindahtugaskan.

Pasal 43

Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan harus
berdasarkan:
a. tzin pindah dari kepala daerah tempat kerja yang

akan ditinggalkan; dan
b. persetujuan penerimaan kerja dari kepala daerah

tempat kerja tujuan.
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Pasal 44
(1) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42, yang diangkat oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam 1 (satu)

wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh

bupati/walikota.
(2) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42, yang diangkat oleh

pemerintah daerah, antarkabupaten/kota dalam 1

(satu) provinsi ditetapkan oleh gubernur.
(3) Dalam hal pemindahtugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), bupati/walikota tempat kerja yang akan
ditinggalkan dan bupati/walikota tempat kerja tujuan
pemindahan harus berkoordinasi.

(4) Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan
antarkabupaten/ kota antarprovinsi dan antarprovinsi
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri setelah
berkoordinasi dengan Menteri.

(5) Gubernur dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri dalam
menetapkan pemindahtugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib
mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 45

Pemindahtugasan Tenaga Kesehatan dengan status
pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal terjadi kekrrsongan Tenaga Kesehatan karena
pemindahtugasan, pemerintah pusat atau pemerintah
daerah wajib ;nenyediakan Tenaga Kesehatan pengganti.
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Pasal 47

Dalam hal terjadi kelebihan jumlah Tenaga Kesehatan di
suatu daerah, Menteri dapat meminta kepada pemerintah

daerah yang bersangkutan untuk melakukan redistribusi
di wilayahnya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan

Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri

Pasal 49

(1) Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia dapat
didayagunakan ke luar negeri dalam rangka bekerja.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan:
a. mendayagunakan Tenaga Kesehatan warga negara

Indonesia secara optimal dan manusiawi guna
menjalankan upaya kesehatan dalam rangka alih
ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi;

b. meningkatkan profesionalisme dan daya saing
Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia di
tingkat internasional;

c. memperluas lapangan kerja; dan
d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

pengalaman kerja Tenaga Kesehatan.
(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

Indonesia ke luar negeri harus memperhatikan asas:

a. saling menguntungkan antara negara pengirim,
negara pengguna, dan Tenaga Kesehatan yang

bersangkutan;
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b. kemanfaatan dari negara pengguna berupa
pengembangan Tenaga Kesehatan, dukungan
fasilitas; dan/atau

c. alih ilmu pengetahuan, keterampilan, dan

teknologi.

Pasal 50

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke luar negeri

dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya memiliki
hubungan diplomatik dan telah membuat perjanjian
tertulis dengan pemerintah pusat atau memiliki
peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga
kerja asing.

Pasal 51

(1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara
Indonesia ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah
pusat atau masyarakat.

(2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke luar negeri oleh
pemerintah pusat harus memperhatikan
keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan
di dalam negeri dan peluang kerja bagi Tenaga

Kesehatan warga negara Indonesia di luar negeri.
(3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

Indonesia ke luar negeri oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh:

a. oelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia
swasta;

b. perusahaan yang menempatkan tenaga kerja
Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
Can
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Pengaturan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk

menjaga kualitas tenaga kesehatan juga untuk

perlindungan terhadap tenaga kesehatan maupun

terhadap masyarakat yang menggunakan jasa tenaga

kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan. Berbagai

jenis tenaga kesehatan dan kualifikasi pekerjaan serta

spesialisasi tenaga kesehatan juga memerlukan

pengaturan sehingga di dalam praktiknya dapat

mengharmonisasi adanya interprofessional collaboration

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

PENUTUP

Buku ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi para

pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan menjadi

buku pegangan dalam menyusun berbagai regulasi atau

pengaturan yang lebih operasional serta dapat dijadikan

panduan dalam mengembangkan program dan kegiatan

dalam bidang kesehatan.



Tenaga Kesehatan Berkualitas
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